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ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad
Murabahah bil Wakalah Dengan Akad Musyarakah Mutanagisah
di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
Oleh Ayu Hanifah Rosyada, NIM 1711140003

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
mekanisme serta penggunaan dari akad Murabahah bil Wakalah
dan Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR pada BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2. Selain itu, penelitian ini juga
menganalisa tntang perbandingan kedua akad tersebut. Penelitian
ini bersifat kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melaukan
penelitian lapangan (Field Resesrch). Sumber data yang
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang
digunakan vyaitu melalui wawancara, Observasi dan survei
lapangan. Dalam perbandingan kedua akad tersebut penelitan
menggunakan analisis SWOT. Yaitu dengan cara menganalisa
faktor-faktor internal untuk mengetahui persamaan serta
perbedaan dan kelebihan serta kekurangan yang terdapat didalam
pembiayaan KPR dalam BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2.
Hasil dari penelitian ini adalah adalah terdapat beberapa
persamaan serta perbedaan pada akad Murabahah bil Wakalah
dan akad Musyarakah Mutanagisah. Kekurangan pada akad
Musyarakah Mutanagisah untuk nasabah dikhawatirkan adanya
pelimpahan atas beban pada biaya transaksi, serta mekanisme
akad yang menurut beberapa nasabah cukup sulit untuk dipahami.
Sedangkan pada akad Murabahah bil Wakalah Bagi nasabah, jika
mereka ingin melunasi lebih cepat,maka pihak nasabah tetap
harus membayar keuntungan bank sesuai dengan kesepakatan dan
secara sistematis akad Murabahah bil Wakalah total angsurannya
lebih besar dibandingkan dengan akad Musyarakah Mutanagisah.
Walaupun demikian, kelebihan pada akad Murabahah Dbil
Wakalah ini memiliki keunggulan tersendiri pada nasabah BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2 yang ditandai dengan
banyaknya penggunaan dalam pembiayaan KPR akad Murabahah
bil Wakalah dari pada Musyarakah Mutanagisah dengan
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perkiraan jumlah nasabah untuk akad Murabahah bil Wakalah
800 nasabah dan 300 untuk perkiraan jumlah nasabah akad
Musyarakah Mutanagisah pada awal tahun hingga menuju akhir
tahun 2020 sebelum perubahan nama pada Bank BSI Syariah KC.
Bengkulu S. Parman 2.

Kata Kunci :Pembiayaan KPR, Murabahah bil Wakalah,
Musyarakah Mutanagisah



ABSTRACT

Comparative Analysis of Mortgage Financing Using Murabahah
bil Wakalah Contracts with Musyarakah Mutanagisah Contracts
at Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
By Ayu Hanifah Rosyada, NIM 1711140003

This study aims to determine how the mechanism and use
of the Murabahah bil Wakalah and Musyarakah Mutanagisah
contracts on mortgage financing at BSI Syariah KC. Bengkulu S.
Parman 2. In addition, this study also analyzes the comparison of
the two contracts. This research is qualitative based on case
studies by conducting field research (Field Research). Sources of
data used are primary data and secondary data. The method used
is through interviews, observations and field surveys. In the
comparison of the two contracts, the research uses a SWOT
analysis. That is by analyzing internal factors to find out the
similarities and differences as well as the advantages and
disadvantages contained in mortgage financing in BSI Syariah
KC. Bengkulu S. Parman 2. The results of this study are that
there are several similarities and differences in the Murabahah bil
Wakalah contract and the Musyarakah Mutanagisah contract.
Weaknesses in the Musyarakah Mutanagisah contract for
customers are feared by the delegation of the burden on
transaction costs, as well as the contract mechanism which some
customers find quite difficult to understand. Whereas in the
Murabahah bil Wakalah contract, for customers, if they want to
pay off faster, the customer still has to pay the bank profits in
accordance with the agreement and systematically the Murabahah
bil Wakalah contract has a larger total installment compared to
the Musyarakah Mutanagisah contract. However, the advantages
of this Murabahah bil Wakalah contract have its own advantages
for BSI Syariah KC customers. Bengkulu S. Parman 2 which is
characterized by the large number of uses in mortgage financing
for the Murabahah bil Wakalah contract than the Musyarakah
Mutanagisah with an estimated number of customers for the
Murabahah bil Wakalah contract of 800 customers and 300 for



the estimated number of customers for the Musyarakah
Mutanagisah contract at the beginning of the year until the end of

2020 before change of name at Bank BSI Syariah KC. Bengkulu
S. Parman 2.

Keywords :Mortgage Financing, Murabahah bil Wakalah,
Musyarakah Mutanagisah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tinjauan Umum Akad Murabahah Bil Wakalah
1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terdiri atas tiga macam jenis,
diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Dimana
sandang adalah kebutuhan akan pakaian, pangan kebutuhan
akan makanan dan papan adalah kebutuhan akan tempat
tinggal atau rumah. Permasalahan perumahan dan
permukiman menjadi salah satu kendala yang selalu
menjadi perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini
menjadikannya salah satu topik yang selalu menjadi
perbincangan dan tidak ada habis-habisnya.'

Permasalahan  perumahan dan  permukiman
merupakan sebuah permasalahan yang akan terus berlanjut
selaras dengan pertumbuhan penduduk, dinamika
kependudukan, dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang
semakin berkembang.Peningkatan jumlah penduduk di
Indonesia yang cukup tinggi tentunya kebutuhan yang
diinginkan juga sangat tinggi, terhitung dari tahun 2017
yaitu sebanyak 262.594.708 penduduk/jiwa menja

! Ruslaini Sitorus. “Penerapan Akad Musyaragah Mutanagisah pada
KPR Bank Bri Syariah Cabang Medan”. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, 2019



270,20 juta jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Kecuk Suhariyanto mencatat pada september tahun 2020.°

Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 5
nomer 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman
bahwa korelasi positif manusia sebagai mahluk hidup
memiliki  berbagai macam kebutuhan dasar dalam
menjalani kehidupannya, antara lain kebutuhan akan
pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan manusiakan
tempat tinggal merupakan hal yang menjadi kebutuhan
dasar tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Jenis
kelamin, dan berbagai aspek sosial lainnya. Rumah adalah
suatu kebutuhan dasar bagi manusia, “Setiap warga negara
mempunyai hak untuk menempati atau menikmati dan
memiliki rumah layak dalam lingkungan yang sehat, aman,
serasi, dan teratur.

Bagi masyarakat dengan kalangan menengah
kebawah, membeli suatu rumah secara tunai merupakan
salah satu dari banyaknya kendala yang terjadi pada saat
ini. Sehingga, banyak dari masyarakat yang lebih memilih
membeli suatu rumah secara kredit. Hal ini dikarenakan
melakukan pembayaran secara tunai dianggap lebih berat
dibandingkan dengan pembayaran secara kredit. Dari

“Dipetik November pada Minggu 2020, dari www. Jumlah Penduduk
Indonesia Terbaru.co.id

® Lena Liana.“Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk
Pembiayaan KPR DI bri Syariah dan Bni Syariah Cabang Banjarmasin.”
Banjarmasin: skripsi sarjana Akuntansi, 2010



banyaknya permintaan dari masyarakat, maka peluang
inilah yang dimanfaatkan oleh banyak dari lembaga
pembiayaan dan perbankan, begitu juga dengan Bank
Syariah®.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem
operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan
tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah
Islam. Salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh
bank syariah adalah pembiayaan Kepemilikan Rumah.
Dimana produk ini merupakan terobosan baru mengenai
produk konsumtif yang dapat membantu masyarakat dalam
melakukan pembelian rumah. Salah satu pembiayaan yang
dikeluarkan oleh bank syariah adalah produk pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR iB) yang diterbitkan oleh bank
BRISyariah (yang sekarang beralih nama menjadi Bank
Syariah Indonesia)°.

KPR iB merupakan salah satu produk pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR iB) yang diterbitkan oleh bank
BRISyariah (yang sekarang berubah nama sebagai Bank
Syariah Indonesia) untuk pembiayaan rumah dengan
dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan (FLPP) kepada masyarakat Berpenghasilan

*Eva Rosyida, “Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah
dengan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah”, Surabaya: Universita
Negeri Surabaya, 2012

Pada Bank Muamalat

*Dipetik November pada rabu 2020, dari www.brisyariah.co.id



Rendah (MBR) dalam rangka pemilik rumah yang dibeli
dari pengembang (developer). KPR iB dalam akadnya
menggunakan akad murabahah bil wakallah (jual beli yang
diwakilkan) atau akad musyarakah mutanagisah (kerjasama
sewa)6

Akad murabahah bil wakallah adalah akad jual beli
dengan sistem wakalah, maksud dari jual beli ini pihak
bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, jadi akad
pertama yang terjadi adalah akad wakallah. Akad ini
berakhir ditandai dengan penyerahan barang tersebut
dimiliki oleh pihak bank. Maka pihak bank memberikannya
dengan akad murabahah kepada nasabah tersebut.7

Sedangkan  akad  musyarakah ~ mutanagisah
merupakan produk turunan dari akad musyaragah
mutanagisah, yaitu bentuk akad kerja sama dua pihak atau
lebih. Kata dasar musyaragah adalah syirqah yang berasal
dari kata : syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan
(syirkah), yang berarti kerja sama. Sementara mutanagisah
berasal dari kata; yatanagishu-tanaghis-tanagishan-
mutanagishun, yang berarti mengurangi secara bertahap.
Lebih ringkasnya, musyaragah mutanagisah adalah

musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang)

® Dipetik November pada Jumat 2020, dari www.brisyariah.co.id

" Erin Al Khoeriyah. “ Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah
Pada Pembiayaan KPR Brisyariah IB ( Study kasus BRISyariah KC Bandar
Lampung Kedaton”). Lampung: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
2020



atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya8

Observasi awal dilakukan pada pihak Bank Syariah
Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2 dengan
mewawancarai 5 informan. Dijelaskan oleh saudari Een
Tantru Yuswanti bahwa murabahah bil wakallah adalah
pembiayaam KPR dengan cara jual beli dengan melakukan
pembiayaan berupa rumah, ruko ataupun tanah9.

Sistemnya dapat dicontohkan pada seorang nasabah
yang ingin membeli rumah kepada penjual tetapi nasabah
tidak memiliki cukup modal. Lalu, nasabah melakukan
pembiayaan ke pihak Bank BRI Syariah untuk melakukan
pembiayaan, jika rumah tersebut berharga 200 juta. Maka
calon nasabah harus memberi DP kepada penjual sebesar
minimal 20% atau sekitar 40 juta ataupun lebih. Jadi
pembiayaan pada Bank itu sekitar 80% atau sekitar 160
juta. Disini 160 juta yang diajukan oleh nasabah belum
tentu diterima langsung oleh pihak Bank. Akan ada
peninjauan agunan oleh tim apprisal atau AO silang dengan
melihat lokasi objek, luas tanah bangunan dll. Jika

penilaian AO diharga 200 juta maka pihak Bank hanya

® Ruslaini Sitorus. “Penerapan Akad Musyaragah Mutanagisah pada
KPR Bank Bri Syariah Cabang Medan”. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, 2019

° Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2



membiayai sekitar 70% saja dari penilaian agunan. Hak
milik rumah oleh nasabah1o.

Sedangkan musyarakah mutanagisah adalah akad
kerjasama dengan berakhirnya kepemilikan aset secara
bertahap kepada salah satu pihak. Disinisistemnya dapat
dicontohkan pada seorang nasabah yang ingin membeli
rumah kepada pihak bank tetapi nasabah tidak memiliki
cukup modal. Pada akad ini yang dilihat adalah dari segi
porsi modal, keuntungan serta bagi hasil sesuai dengan
porsi modal yang dikeluarkan11.

Misalkan dari pihak Bank mengeluarkan modal 80%
dan nasabah 20% maka pembiayaan sesuai dengan porsi
modal yang telah dikeluarkan. Berbeda dengan akad
murabahah, pada akad musyarakah  mutanagisah
kepemilikan masih menjadi hak milik bersama. Nasabah
akan memiliki rumah secara bertahap apabila membayar
porsi modal yang telah dikeluarkan oleh bank. Yang pada
akhirnya rumah tersebut akan menjadi kepemilikan
seutuhnya oleh nasabah. Nilai sewa angsuran yang harus
dibayar oleh nasabah setiap tahun tetap dan akan dilihat lagi

setiap dua tahun sekali12.

0 Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

" Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

' Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2



Pada kedua akad tersebut Saudari Een mengatakan
bahwa lebih banyak nasabah yang melakukan pembiayaan
KPR menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah dari pada
musyarakah muttanagisah di Bank Syariah KC. Bengkulu
S. Parman 2.13

Menurut Muhammad Habibi akad pada pembiayaan
KPR pada saat sebelum adanya akad Murabahah bil
Wakalah yaitu dengan menggunakan akad Murabahah
tanpa menggunakan bil Wakalah dibelakangnya. Akad
Murabahah ini sendiri penerapannya Yyaitu ketika seorang
nasabah ingin melakukan pembiayaan rumah, pihak bank
bersamaan dengan nasabah mencari dan mensurvei rumah
dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Seiring
berjalannya waktu, akad Murabahah ditambah dengan bil
Wakalah  dibelakangnya  dengan  tujuan  untuk
mempermudah nasabah serta pihak bank untuk melakukan
pencarian rumah yang diinginkan nasabah tanpa harus
didampingi oleh pihak bank14.

Akad Musyarakah mutanagisah menurutnya yaitu
akad kerjasama diantara dua orang atau lebih yang pada
akhirnya kepemilikan akan dimiliki oleh nasabah. Habibi
mengatakan juga bahwa pada pembiayaan KPR yang

¥ \Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

" Wawancara bersama Muhammad Habibi sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2



ditetapkan di Bank Syariah Indonesia lebih banyak
digunakan dari pada akad Musyarakah Muatanagisah15s.

Bayu Dhika selaku Consumer Business Staff juga
menegaskan bahwa tidak adanya perbedaan didalam cara
untuk membayar pembiayaan KPR ataupun jangka waktu
pembayaran diantara kedua akad tersebut. Pada kedua akad
tersebut Bayu Dhika mengatakan dalam transaksi
pembiayaan KPR yang la lakukan bersama nasabah akad
Murabah bil Wakalah lebih banyak digunakan dari pada
akad Musyarakah Mutanagisah dikarenakan lagi maraknya
jual beli perumahanise.

Ansori selaku Assistant Development Program
menjelaskan bahwa  kelebihan pada Murabahah bil
Wakalahterletak pada potongan margin pada saat awal
tahun pertama pada pembiayaan KPR Syariah, dapat
digunakan untuk pembiayaan renovasi dan dapat
meningkatkan keuntungan pertahun dengan lebih besar bagi
pihak Bank pada penjualan suatu barang17

Muhammad ramadhan selaku Mikro Staff juga
menjelaskan bahwa ketika nasabah ingin melakukan

pembiayaan KPR pihak marketing akan menjelaskan

' Wawancara bersama Muhammad Habibi sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

®*Wawancara bersama Bayu Dhika Pujakesuma sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

¥ \Wawancara bersama Ansori sebagai Assistant Development
Program di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2



tentang akad-akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan
KPR ini. Setelah itu nasabah akan diarahakan oleh pihak
marketing agar tidak salah dalam pemilihan akad yang akan
digunakan. la juga menjelaskan tentang beberapa kelebihan
akad Musyarakah Mutanagisah adalah angsuran yang
fleksibel menguntungkan karna pada saat terjadi kenaikan
harga sewa, maka pihak nasabah juga akan mendapatkan
bagi hasil tambahan. Pada akad Musyarakah Mutanagisah
la mengatakan bahwa akad ini bisa digunakan untuk lima
dari 6 jenis pembiayaan yaitu jual be;li rumah baru, jual
beli rumah bekas, take over, take over + top up serta
Refinance1s,

Dari 5 informan yang peneliti sudah lakukan untuk
observasi awal kesimpulannya adalah pada pembiayaan
KPR di BSI KC. S. Parman 2 akad Murabahah bil Wakalah
lebih unggul atau lebih banyak digunakan dari pada akad
Musyarakah Mutanagisah.Hal tersebut juga dapat dilihat
dari beberapa wawancara pada kelima Consumer Business
Staff dan jumlah perkiraan nasabahnya selama tahun 2020
terakhir jumlah nasabah pembiayaan KPR BSI Syariah KC.
Bengkulu S. Parman 2 dengan akad Murabahah bil
Wakalah dengan perkiraan hampir 800 orang sedangkan

pada akad Musyarakah Mutanagisah berkisar 300 orang.

¥ Wawancara bersama Muhammad Ramadhan sebagai Consumer
Business staff di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
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Berdasarkan latar belakang masalah dan masalah-
masalah yang dihadapi Bank Syariah Indonesia Tbk diatas,
maka peneliti mengangkat judul “Analisis Perbandingan
Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Bil
Wakalah Dengan Akad Musyarakah Mutanagisah di Bank
Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas
peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan KPR Bank Syariah Indonesia
KC. Bengkulu S. Parman 2 dengan menggunakan akad
murabahah bil wakalah?

2. Bagaimana pembiayaan KPR Bank Syariah Indonesia
KC. Bengkulu S. Parman 2 dengan menggunakan akad
musyarakah mutanagisah?

3. Bagaimana perbandingan akad murabahah bil wakalah
dan akad musyarakah mutanagisah pada pembiayaan
Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini  tidak terlepas dari
permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penggunaan akad pada pembiayaan
KPR Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.
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Parman 2 dengan menggunakan akad Murabahah bil
Wakalah
2. Untuk mengetahui penggunaan akad pada pembiayaan
KPR Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.Parman
2 dengan  menggunakan akad  Musyarakah
Mutanagisah
3. Untuk mengetahui perbandingan akad Murabahah bil
Wakalah dan akad musyarakah mutanagisah pada
pembiayaan KPR Bank Syariah Indonesia KC.
Bengkulu S. Parman 2.
Kegunaan Penelitian
Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini :
1. Kegunaan Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
refrensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang
berkaitan mengenai Akad Murabahah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan Bank
Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
2. Kegunaan Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
dampak positif Perbankan yang ada di Bank Syariah
Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2.
b. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang berkenaan dengan Akad Murabahah

bil wakallah dan Akad Musyarakah Mutanagisah
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Pada Pembiayaan KPR Bank Syariah Indonesia KC.
Bengkulu S. Parman 2
Penelitian Terdahulu
Untuk penelitian ini penting karena guna
menghindari prilaku plagiat yang berujung pada kebekuan
pemikiran dengan meniru karya orang lain.Ada beberapa

5 skripsi, 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional yang

dicantumkan sebagai penelitian terdahulu, yang berkaitan

dengan judul ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Jiyani Lia Saputri yang berjudul
Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada Pembiayaan KPR IB
Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri,
2019. Pendekatan yang digunakan adalah kaulitatif
dengan jenis kualitatif lapangan. Data yang diambil
merupakan data primer, teknik pengambilan data
menggunakan teknik wawancara. Untuk menguji
keabsahan data digunakan teknik triangulasi.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad
murabahah pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah
Bank Jatim Syariah Cabang Kediri sudah
sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan akad mus
yarakah mutanagisah pada Pembiayaan KPR IB Griya
Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri sudah

sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam
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Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah
dan Musyarakah Mutanagisah. Perbandingan akad
Murabahah dan Akad Musyarakah mutanagisah pada
Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim
Syariah Cabang Kediri lebih unggul akad musyarakah
mutanagjisah daripada akad murabahah.™®
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan  Akad  Murabahah dan  Akad
Musyarakah Mutanagisah. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan saya teliti vyaitu,
penelitian ini meneliti tentang Analisis Perbandingan
Akad  Murabahah dan  Akad  Musyarakah
Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR IB Griya
Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri
sedangkan penelitian yang saya akan teliti adalah
analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Muttanagisah di
Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2.
2. Penelitian oleh Ruslaini  Sitorus,yang berjudul
Penerapan Akad Musyaragah Mutanagisah pada KPR

YJiyani Lia Saputri, “Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan
Akad Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah
Bank Jatim Syariah Cabang Kediri”, IAIN tulungagung, 2019.
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Bank Bri Syariah Cabang Medan, 2019. Tujuan
penelitian ini  untukPenelitian ini  merupakan
penelitian lapangan (Field Research) dengan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data ini dilakukan dengan cara wawancara.
Wawancara dilakukan dengan karyawan bank BRI
Syariah KC Medan S. Parman dan serta
mengumpulkan data yang bekaitan dengan masalah
penulis. Hasil penelitian menunjukan pertama,
pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah
mutanagishah di Bank BRI Syariah KC Medan S.
Parman telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.
73/DSN-MUI/XI/2008. Kedua, ada pun kendala
dalam penerapan akad Musyarakah Mutanagisah
terdapat ketidaksesuaian mengenai kepemilikan aset
dalam akad (MMQ).%°

Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
pembiayaan KPR menggunakan Akad Musyarakah
Mutanagisah. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan saya teliti yaitu, penelitian ini
meneliti tentang Penerapan Akad Musyaragah
Mutanagisah pada KPR Bank BRI Syariah Cabang

% Ruslaini Sitorus. “Penerapan Akad Musyaragah Mutanagisah pada
KPR Bank Bri Syariah Cabang Medan”. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, 2019
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Medan, sedangkan penelitian yang saya akan teliti
adalah analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Mutanagisah di
Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
3. Penelitian oleh Erin Al Khoeriyah,yang berjudul
Implementasi Akad Murabahah Bil Wakallah Pada
Pembiayaan KPR Bank Bri Syariah Kantor Cabang
Bandar Lampung, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tentang akad Murabahah bil Wakalah
pada pembiayaan KPR BRISyariah 1B di BRISyariah
KC Bandar Lampung Kedaton. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data dengan
metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan kepada Account Officer (AO), Financing
Administration, dan nasabah BRISyariah KC Bandar
Lampung Kedaton. Sedangkan dokumentasi diperoleh
dari brosur dan struktur organisasi bank BRISyariah
KC Bandar Lampung Kedaton. Semua data-data
tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil
penelitian, akad murabahah bil wakalah pada
pembiayaan KPR BRISyariah iB kurang sesuai

dengan teori yang ada, seperti hal nya dalam Fatwa
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Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI/1V/2000.%

Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
pembiayaan KPR menggunakan Akad Murabahah Bil
Wakallah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan saya teliti yaitu, penelitian ini meneliti
tentang Implementasi Akad Murabahah Bil Wakallah
Pada Pembiayaan KPR Bank BRISyariah Kantor
Cabang Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang
saya akan teliti adalah analisis perbandingan
pembiayaan KPR menggunakan Akad Murabahah Bil
Wakalah dengan Menggunakan Akad Musyarakah
Muttanagisah di Bank Syariah Indonesia KC.
Bengkulu S. Parman 2

4. Penelitian oleh Ikhsan Dwitama,yang berjudul
Penerapan Akad Musyarakah Mutanagishah Pada
KPR Muamalat IB Kongsi Bank Muamalat,2016.
Dalam penelitian ini akad Musyarakah Mutanagishah
dalam pembiayaan kepemilikan rumah (KPR)
diterapkan dalam skema kerjasama antara bank

dengan nasabah dalam melakukan pembelian rumah.

2L Erin Al Khoeriyah. “ Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah
Pada Pembiayaan KPR Brisyariah IB ( Study kasus BRISyariah KC Bandar
Lampung Kedaton”). Lampung: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
2020
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Lalu secara bertahap bank menjual porsi
kepemilikannya kepada nasabah dan nasabah
membayarnya denga nangsuran. Hasil dari penelitian
ini akad Musyarakah Mutanagishah sudah sesuai
dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor: 73/DSN-
MUI/X1/2008. Namun ada ketidak sesuaian, yaitu
pada aspek kewajiban pemeliharaan rumah, aspek
penghitungan nilai angsuran, dana spek kepemilikan.
Akan tetap pada saat ini praktik tersebut
diperbolenkan DSN-MUI hingga dikeluarkannya
regulasi yang lebih akomodatif.?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
pembiayaan KPR menggunakan Akad Musyaragah
Mutanagisah. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan saya teliti yaitu, penelitian ini
meneliti tentang Penerapan Akad Musyarakah
Mutanagishah Pada KPR Muamalat IB Kongsi Bank
Muamalat,sedangkan penelitian yang saya akan teliti
adalah analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Muttanagisah di
Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

%2 |khsan Dwitama. “Penerapan Akad Musyarakah Mutanagishah
Pada KPR Muamalat IB Kongsi Bank Muamalat”.Bandung: Sarjana Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, 2008
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5. Penelitian oleh Yossy Fitrah Amalia,yang berjudul
Analisis Sistem Penerapan Profit Selling Pada Akad
Murabahah dan Musyaragah Mutanagisah Dalam
Menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank
Bri Syariah Cabang Medan, 2019. Tujuan penelitian
ini untuk memahami bagaimana penerapan sistem
profit selling pada Akad Murabahah Dan Musyaragah
Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tentang akad murabahah
bil wakalah pada pembiayaan KPR BRISyariah IB di
BRI Syariah Cabang Medan. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data dengan
metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan kepada Account Officer (AO), Financing
Administration, dan nasabah BRISyariah. Sedangkan
dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur
organisasi bank BRI Syariah Cabang Medan. Semua
data-data  tersebut dianalisis secara induktif.
Berdasarkan hasil penelitian, akad murabahah bil
wakalah pada pembiayaan KPR BRISyariah iB kurang
sesuai dengan teori yang ada, seperti hal nya dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI/1V/2000.%

% Yossy Fitrah Amalia. “Analisis Sistem Penerapan Profit Selling
Pada Akad Murabahah dan Musyaragah Mutanagisah Dalam Menyalurkan
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
analisis pembiayaan KPR menggunakan Akad
Murabahah dan Akad Musyaragah Mutanagisah.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
saya teliti yaitu, penelitian ini meneliti tentang
Analisis Sistem Penerapan Profit Selling Pada Akad
Murabahah dan Musyaragah Mutanagisah Dalam
Menyalurkan Kredit Pemilikan Runah (KPR) Bank
BRI Syariah Cabang Medan sedangkan penelitian
yang saya akan teliti adalah analisis perbandingan
pembiayaan KPR menggunakan Akad Murabahah Bil
Wakalah dengan Menggunakan Akad Musyarakah
Muttanagisah di Bank Syariah Indonesia KC.
Bengkulu S. Parman 2

6. Penelitian oleh Alghiffari Yuranda dan Rulfah M
Daud.Yang berjudul, Analisis Akad Pembiayaan
Murabahah Perumahan (KPR) Pada PT. Bank BRI
Syariah KC Banda Aceh, 2019. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian
penanganan pembiayaan murabahah produk KPR
bermasalah pada fatwa Dewan Pengawas Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di
Bank BRI SyariahBanda Aceh. Objek penelitian ini

Kredit Pemilikan Runah (KPR) Bank Bri Syariah Cabang Malang”. Malang:
Sarjana Fakultas Ekonomi, 2017
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adalah Account Officer Bank BRI Syariah yang
berkompeten di bidang murabahahpembiayaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan
wawancara Account Officer Bank BRI Syariah. Hasil
penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah
produk KPR adalahsesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI).2*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
pembiayaan KPR menggunakan Akad Murabahah Bil
Wakallah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan saya teliti yaitu, penelitian ini meneliti
tentang Analisis Akad Pembiayaan Murabahah
Perumahan (KPR) Pada Pt Bank Bri Syariah Kc
Banda Aceh, sedangkan penelitian yang saya akan
teliti adalah analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Muttanagisah
diBank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2

* Rulfah M Daud, A. Y. (2019). Analisis Akad Pembiayaan
Murabahah Perumahan (KPR) Pada Pt. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh.
JIMEKA, 4, 52-61.
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7. Penelitian oleh Ayu Adits Perawati, Asep Ramdan
Hidayat, dan Yayat Rahmat.H, 2019.yang berjudul
Analisis  Akad Murabahah dan  Musyaragah
Muttanagisah Pada Pembiayaan KPR di Perbankan
Syariah pada Bank Bri Syariah Kntor Cabang
Bandung Citarum. Metode yang digunakan adalah
penelitian ini adalah kualitatif. Teknik wawancara,
observasi, angket, dokumentasi, dan studi pustaka
mengumpulkan  data.  Teknik analisis  data
menggunakan  teknik  komparatif. = Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa akad Murabahah memang lebih mudah
dipahami dan terkesan sederhana namun perlu
diketahui bahwa musyarakah mutanagishah akad lebih
bermanfaat jika diterapkan di perbankan. Keuntungan
bagi nasabah adalah jika bank menggunakan akad
Musyarakah Mutanagishah, Nasabah dapat membayar
biaya sewa sesuai dengan pendapatan pelanggan
sementara keuntungan untuk Bank adalah jika terjadi
fluktuasi harga rumah maka biaya sewa yang harus

dibayar oleh pelanggan juga ikut meningkat.®

% Yayat Rahman. H, A. A. (2018). Analisis Perbandingan Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagishah Pada Pembiayaan KPR di
Perbankan Syariah
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
analisis pembiayaan KPR menggunakan Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagisah.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
saya teliti yaitu, penelitian ini meneliti tentang aalisis
Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah Pada
Pembiayaan KPR di Perbankan Syariah pada Bank
Bri Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum yang
sedangkan penelitian yang saya akan teliti adalah
analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Muttanagisah
diBank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman
2.

8. Penelitian oleh Rahmawati, 2018 yang berjudul
Implication of Musyarakah Mutanagisah Contract of
Syariah Banking. Tujuan penelitian ini Tujuan
penelitian ini untuk adalah untuk mengetahui
pelaksanaan atau implementasi akad Musyaragah
Mutanagisah  pada  Bank  Syariah.  Dalam
implementasinya terdapat perbedaan pada beberapa
bank syariah; beberapa menggunakan murabahah dan
lainnya menggunakan akad musyarakah mutanagisah.

Pada tahun 2008, Dewan Syariah Nasional
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mengeluarkan fatwa tentang akad musyarakah
mutanagisah dalam pembiayaan kepemilikan rumah.
Namun, kontrak tersebut masih belum dilaksanakan
oleh semua perbankan syariah. Padatahun 2012, Bank
Indonesia menerbitkan surat edaran kepada seluruh
Bank Syariahdan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya
mengesahkan penerapan akad musyarakah
mutanagisah  di  perbankan syariah. Kontrak
Musyarakah mutanagisah dalam produk KPR akan
memudahkan nasabah dalam pembiayaan KPR.
Keunggulan akad musyarakah mutanagisah bagi
nasabah adalah jangka waktu pembiayaan yang lebih
lama dan angsuran yang relative lebih murah.?
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai
pembiayaan KPR menggunakan Akad Akad
Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
penelitian ini  meneliti  tentang implementasi
penggunaan akad Murabahah dan Musyarakah
mutanagisah, sedangkan penelitian yang saya akan
teliti adalah analisis perbandingan pembiayaan KPR
menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan

?® Rahmawati. (2018). Implication of Musyarakah Mutanagisah
Contract of Syariah Banking. Tasharruf: Journal, 03 No. 02.
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Menggunakan Akad Musyarakah Muttanagisah di
Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
Metode Penelitian
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1) Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitianyang
menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan
studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan
(field resesrch). Menurut Greswell (2010:260),
menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah
pendekatan  untuk  membangun  pernyataan
pengetahuan berdasarkan perspektif- konstruktif
(misalnya, makna-makna yang bersumber dari
pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah,
dengan tujuan untuk membangun teori atau pola
pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perpektif
partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik,
isu, kolaborasi atau perubahan)®’
b. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Oktober
2020 sampai dengan 14 Juli 2021. Lokasi ini
bertempatan di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu

7 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Penerbit Deepublish, 2018 h. 05.
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S. Parman 2JI. S Parman No. 51 A-b, Kebun Kenanga,
Kec Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Subjek / Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil
menggunakan tekhnik Sampel Insidental. Tekhnik ini
adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,
yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui
itu cocok sebagai sumber data..Yang menjadi subjek
penelitian berjumlah 7 orang informan dengan 2 orang
perempuan dan 5 orang laki-laki pada Mikro Staff dan
Consumer Business Staff serta 2 nasabah yang
menggunakan kedua akad dalam pembiayaan KPR,
kelima Mikro Staff dan Consumer Business Staff Bank
Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2 bernama
Een Tantri Yuswanti, Muhammad Ramadhan, Bayu
Dhika Pujakesuma, Muhammad Habibi, Ahmad Syahri
dan ditambah dengan dua nasabah yang menggunakan
akad Murabahah bil Wakalah dan Musyarakah
Mutanagisah yang bernama Muhammad Ari Septanto
dan Feby Mayasari.
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d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
1) Sumber Data
Sumber data yang diambil dalam
penelitian berdasarkan dua jenis data:
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya dan dicatat untuk
pertama kalinya. Sumber data primer yang
diambil dari hasil observasi awal lapangan
dengan pihak marketing murabahah di Bank
Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
dengan cara via whatshapp dan peneliti
melakukan wawancara langsung ke BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak
memberikan informasi secara langsung kepada
pengumpul data.Dalam penelitian ini data
sekunder diperoleh dari data kepustakaan baik
berupa buku, artikel, jurnal maupun dokumen

lainnya yang dibutuhkan.?

%8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.117
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2) Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah
melalui pengamatan secara langsung pada lokasi
penelitian yaitu di Bank Syariah Indonesia KC.
Bengkulu S. Parman 2.

b) Wawancara

Wawancara adalah  suatu  bentuk
komunikasi secara respon antara penanya dan
narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan
tanya jawab secara lansung dengan informan
secara wawancara via Whatshapp dan datang
langsung kelokasi. yang menjadi subjek
penelitian yakni marketing Murabahah dan
Musyarakah  serta  Assistant  Development
Program Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu
S. Parman 2 yang bernama Een Tantri Yuswanti,
Ahmad Syahri, Bayu Dhika Pujakesuma,
Muhammad Habibi, Muhammad Ramadhan dan
ditambah dengan dua nasabah menggunakan
akad Murabahah bil Wakalah dan Musyarakah
Mutanagisah yang bernama Muhammad Ari

Septanto dan Feby Mayasari
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e. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan untuk mengolah
data-data yang diperoleh dari penelitian dan menjawab
rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam skripsi.
Ada dua teknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini, yaitu: data reducation, dan conclusing
drawing/verification.”
a. Data Reducation (Reduksi Data)

Data-data yang diperolen dari penelitian
pertama kali akan di analisis melalui reduksi.
Dimana, semua data dikumpulkan dan dirangkum
agar lebih fokus pada hal-hal penting dalam
penelitian ini.

b. Conclusion Drawing/Verification

Setelah reduksi data maka langkah terakhir
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-buktiyang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.

f. Sistematika Penulisan
Penelitian ini memberikan gambaran yang saling
berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut

ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

»  Sugiyono,Metode  Penelitian  Kuantitatif. ~ (Bandung:

Alfabeta.2009), h. 147
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Bab | Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,
metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab Il Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian
teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari
pengertian akad Murabahah, rukun akad Murabahah,
syarat akad Murabahah, landasan hukum akad
Murabahah, fitur dan ekanisme akad Murabahah,
pengertian akad Musyarakah, rukun akad Musyarakah,
syarat akad Musyarakah, Fatwa DSN MUI, landasan
hukum akad Musyarakah, bentuk-bentuk akad
Musyarakah, mekanisme akad Musyarakah, pengertian
pembiayaan, tujuan pembiayaan, serta pengertian KPR
Syariah.

Bab 11l Gambaran Umum Objek Penelitian, pada
bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian
yaitu sejarah perkembangan bank

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada
bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan
tentang bagaimana pembiayaan pada akad Murabahah
bil Wakalah dan Musyarakah Mutanagisah pada Bank
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2 serta perbandingan

antara keduanya guna menjawab rumusan masalah.
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Bab V Penutup, pada bab akhir sekaligus penutup
dari seluruh pembahasan penulis memaparkan tentang
hasil penelitian yang  dilakukan penulis berupa

kesimpulan dan saran



BAB I1
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan umum akad Murabahah bil Wakalah

1. Pengertian akad Murabahah

Akad dalam bahasa arab,,al-, aqd, jamaknya al-
,uqud, berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). Menurut
terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara
penyerahan (ijab) dan penerimaan (gabul) yang dibenarkan
oleh syariah, yang menimbulkan hokum terhadap
objeknya.Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalamN
adhariyatul ,,aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah
pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukumya itu
konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-
pihak yang terkait langsung mau pun tidak langsung dalam
kesepakatan tersebut™.

Definisi lain dari akad murabahah adalah akad
pembiayaan suatu barang denagan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) karena
dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah

keuntungannya (margin/mark up). Bank bertindak sebagai

% Nurlaeli Zakiyah. “Analisis Akad Murabahah dan Musyaragah

Muttanagisah Pada Pembiayaan Muammalat KPR Ib”.Semarang: Sarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016

31
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penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual
adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan
keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan
jangka waktu pembayaran.harga jual dicantumkan dalam
akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berlaku
selama berubahnya akad*".

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
menjelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan akad
murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembelimembayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati*?.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli
barang dengan meyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad
ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts,
karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of
of profit-nya (keuntungan yang diperoleh).*

Namun pengertian akad murabahah bil wakallah
adalah akad jual beli dengan sistem wakalah, maksud dari
jual beli ini pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada

31 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta:
Kencana,2009), h. 74

%2 UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

%% Adiwarman A karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 293
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nasabah, jadi akad pertama yang terjadi adalah akad
wakallah. Akad ini berakhir ditandai dengan penyerahan
barang tersebut dimiliki oleh pihak bank.Maka pihak bank
memberikannya dengan akad murabahah kepada nasabah
tersebut®”.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit
(pembayaran  tangguh). Dalam akad  Murabahah,
diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang
berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan
periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan
pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam
akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu
harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini
tidak dapat berubah.®.

Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 vyaitu jika
bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan
setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.
Oleh karena itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum

akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada

% Adiwarman A karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 253

% Eva Rosyida, “Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah
dengan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah”, Surabaya: Universita
Negeri Surabaya, 2012

Pada Bank Muamalat
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saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada
pihak bank , kemudian setelah barang diterima oleh pihak
bank maka terjadi akad murabahah*®

Jadi, akad murabahah bil wakalah adalah jual beli
dimana pihak bank mewakilkan pembelian produk kepada
nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh
nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak
bank. Setelah barang tersebut di miliki pihak bank dan
harga dari barang tersebut jelas maka pihak bank
menentukan margin yang diinginkan serta jangka waktu
pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank dan
nasabah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad
murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika
barang yang dibeli oleh nasabahsepenuhnya sudah milik
bank, kemudian setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak
bank maka akad murabahah dapat dilakukan®’

2. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab hanafi adalah ijab
dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau
kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab
dan gabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan

pekerjaan yang menunjukan keridhoan maupun perbuatan.

% Yenti Afrida,”Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan
Syariah,” Padang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 01, Nomer 02, h.
156

" Erin Al Khoeriyah. « Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah
Pada Pembiayaan KPR Brisyariah IB..(2020)
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Pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam islam haruslah
memenuhi rukun-rukun dari murabahah. Menurut jumhur
ulama ada lima rukun dalam murabahah, yaitu®:
1. Adanya penjual (ba’i);
2. Adanya pembeli (musyitari);
3. Obyek atau barang (mabi i) yang diperjual belikan;
4. Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata
uang;
5. ljab gabul (sighat) suatu pernyataan kehendak dari
masing-masing pihak
3. Syarat Murabahah
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli
yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:
a. Syarat-syarat orang yang berakad.
1) Berakal.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang
berbeda
b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul.
Para ulama figh mengemukakan bahwa syarat ijab dan
Kabul sebagai berikut:
1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan
berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab.

% Zzulfiyandi, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam
Perbankan Syariah, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada), h. 36
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3) ljab dan Kabul itu dilakukan dalam suatu majelis,
Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual
beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang
diperjual belikan

(Ma’qud ‘alaih)

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi
pihak penjual

2) menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan
barang itu.

3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

4) Milik seseorang.

5) Diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu
yang disepakati bersama ketika  transaksi
berlangsung™.

4. Landasan hukum
a. Al-quran
1) QS. An-nisa 29
Cf 5383 1 of ) gl o855 o0 13806 1 sinlp 2
L) A% G811 &)° kil 13888 ¥5° akin (35
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

% Hidayatullah Jamani. “Implementasi Konversi Akad Murabahah
Kepada Akad Musyarakah Mutanagishah Pada Pembiayaan KPR dibank
Muamalat Cabang Banda Aceh”. Aceh: Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum.
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batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
2) QS. Al-Bagarah 275
G il AT 5301 4 gl LS ) cusn sl Y 0 58 ol
a5a3 acall 1 a5 3ot (e acall LG 38 ag il ai® (puadl
T ()8 Ay il e A8 (el 835 0 i 3 B5ls 7
69 b g™ 0 Codal iyl e g
Artinya:
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah
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penghuni-penghuni  neraka; mereka kekal di
dalamnya.”
3) QS. Al- Bagarah 280

A& o=kl 8 | hhat 578 i () SB35 6 8 ()

Artinya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam

kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu

mengetahui.”

b. Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi:
1) Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual
beli itu harus dilakukan suka sama suka”.(HR. Al-
Baihagi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh
Ibnu Hibban).
2) Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah:

Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, mugharadah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
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3) Hadist Rasulullah Riwayat Jama’ah:
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan
oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”

4) Kaidah Usul Al-figh:

Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul figh (Djazuli,

2007):
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”.

c. Ijma’

Umat manusia telah berkosensus tentang
keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota
masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan
dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah
salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan
demikian mudahlah bagi setiap individu untuk
memenuhi kebutuhannya.Dari dasar hukum di atas,
dapat disimpulkan bahwa transaksi Murabahah itu
dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran
syari’at Islam serta memberikan keringanan kepada
pembeli untuk memeperoleh barang yang diinginkan

walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai.*

“0 Yenti Afrida,”Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan
Syariah,.. h. 156



40

5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan

Akad Murabahah

Dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah,

bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam

kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank

dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian

barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah

ada kesepakatan antara bank dan nasabah, serta akad

pembiayaan murabahah telah ditandatangani oleh bank

dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk

merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah

a. Penggunaan akad murabahah

1)

2)

Pembiayaan = murabahah  merupakan jenis
pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank
syariah, yang pada umumnya digunakan dalam
transaksi jual beli barang investasi dan barang-
barang yang diperlukan.

Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih
sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi.
Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah
sangat sesuai karena ada barang yang
diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang
yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan
konsumsi, biasanya barang akan dikonsumsi oleh

nasabah jelas dan terukur.
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3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk
pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung
dalam bentuk uang.

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

1) Rumah

2) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi

3) Pembelian alat-alat industri

4) Pemebelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.

5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan
syariah Islam.

Bank

1) Bank berhak menentukan dan memilih supplier
dalam  pembelian  barang. Bila  nasabah
menunjukan supplier lain, maka bank syariah
berhak melakukan penilaian terhadap supplier
untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.

2) Bank menerbitkan Purchase Order (PO) sesuali
dengan kesepakatan antara bank syariah dan
nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank
syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada
rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening

nasabah
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d. Nasabah
1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum,
sehingga dapat melaksanakan transaksi
2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan
dalam melakukan pembayaran*
B. Tinjauan Umum Akad Musyarakah Mutanaqisah
1. Pengertian Akad Musyarakah
Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa
arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur
satu modal dengan yang lain sehingga tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah
yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan
syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau
syirkah. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata
syarika (fi’il madhi), vyashruku (fi’il mudhari),
syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/ kata dasar),
artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli
bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian
atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu
bagian dengan bagian lainnya.*?
Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf C
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

s* Nurlaeli Zakiyah. “Analisis Akad Murabahah dan Musyaragah
Muttanagisah Pada Pembiayaan Muammalat KPR [b”.Semarang: Sarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016

“2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja

GrafindoPersada, 2006), h. 206
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Perbankan Syariah, musyarakah diartikan dengan akad
kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu yg masing-masing pihak memberikan porsi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi
sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Peraturan Mahkamah Agung, menyebut musyarakah
dengan istilah syirkah yg artinya adalah kerjasama antara
dua orang atau lebih dalam hal permodalan,
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yg
disepakati oleh pihak-pihak yg berserikat.*®

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-
masng pihak memberikan kontribusi dana dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Istilah
lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah.
Sedangkan akad musyarakah merupakan transaksi
penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau
barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai Syariah
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan

*3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-
masing**.

Sedangkan akad musyaragah mutanagisah
merupakan produk turunan dari akad musyaragah
mutanagisah, yaitu bentuk akad kerja sama dua pihak
atau lebih. Kata dasar musyaragah adalah syirgah yang
berasal dari kata : syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-
syirkatan (syirkah), yang berarti kerja sama. Sementara
mutanagisah berasal dari Kkata; yatanagishu-tanaghis-
tanagishan-mutanaqgishun, yang berarti mengurangi
secara  bertahap.Lebih  ringkasnya, = musyaragah
mutanagisah adalah musyaragah atau syirkah yang
kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap
oleh pihak lainnya (to Dimish).*®

Di dalam buku Bank Syari’ah dari Teori ke
Praktek, Antonio bahwa : “Musyarakah adalah akad kerja
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pihak bank

menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/

44 H
Ibid
*® Ruslaini Sitorus. “Penerapan Akad Musyaragah Mutanagisah pada
KPR Bank Bri Syariah Cabang Medan”. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, 2019
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kegiatan tertentu. Sebagian lagi disediakan oleh mitra

usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih

(termasuk bank dan lembaga keuangan bersama

nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk

membentuk sebuah perusahaan (Syirkah al-man).*

Menurut keputusan DSN-MUI No. 73 tahun 2008
definisi musyarakah mutanagishah adalah musyarakah
atau syirkah yang kepemlikan aset (barang) atau modal
salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan
demikian, musyarakah mutanagishah adalah suatu
penyertaan modal secara terbatas dari mitra kepada
perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu.

a. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa musyarakah mutanagisah. *" Merupakan
produk turunan musyarakah, dan merupakan bentuk
kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
kepemilikan suatu barang.

b. Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara
bertahap akan berkurang sedangkan hak kepemilikan

pihak lainnya bertambah.

**Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.
(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

*" Nurlaeli Zakiyah. “Analisis Akad Murabahah dan Musyaragah
Muttanagisah Pada Pembiayaan Muammalat KPR Ib”.Semarang: Sarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016
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Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu
pihak terjadi melalui mekanisme pembayaran.
Merupakan produk turunan musyarakah, dan
merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk kepemilikan suatu barang.

Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara
bertahap akan berkurang sedangkan hak kepemilikan
pihak lainnya bertambah.

Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu
pihak terjadi melalui mekanisme pembayaran.

2. Rukun Musyarakah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan

dalam suatu transaksi (Necessary Condition), begitu pula

pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-

Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah

igtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada

empat yaitu:

1.
2.
3.
4.

Sighat, ucapan ijab dan gabul

Pihak yang melaksanakan syirkah (kontrak)
Obyek kesepakatan (modal dan kerja)
Nisbah bagi hasil

3. Syarat Musyarakah

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya

melengkapi rukun (Sufficient Condition).Bila rukun

dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi
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tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid

(rusak). Beberapa syarat pokok dalam akad Musyarakah

menurut Usmani (1998) antara lain“:

1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan
hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui
kontrak/ akad yang disepakati bersama, maka
otomatis empat syarat akad, yaitu:

a. Syarat berlakunya akad ( In’ igod)

b. Syarat sahnya akad ( Shihah)

c. Syarat terealisasinya akad (nafadz)

d. Syarat lazimnya juga harus dipenuhi.

2. Pembagian proporsi keuntungan
Dalam hal ini harus dipenuhi hal-hal berikut:

a. Proporsi yang dibagikan kepada mitra usaha
harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika
proporsinya belum ditetapkan, akad tidak sah
menurut Syariah.

b. Rasio / Nisbah keuntungan untuk masing-masing
mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan
keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan
tidak ditetapkan berdasarkan modal yang

ditetapkan.

8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2006), h.. 206
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3. Penentuan proporsi keuntungan

a. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat
bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka
menurut kesepakatan yang ditentukan dalam
akad sesuai dengan proporsi modal yang
disertakan.

b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi
keuntungan dapat pula berbeda dari proporsii
modal yang mereka sertakan.

c. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi
keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal
pada kondisi normal. Namun, demikian, mitra
yang memutuskan menjadi sleeping partner,
proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi
proporsi modalnya.

4. Pembagian kerugian
Para ahli hokum islam sepakat bahwa setiap
mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi
investasinya. Oleh Kkarena itu, jika seseorang
meyertakan 40% modal,maka dia harus menanggung
kerugian sebesar 40% kerugian, tidak lebih dan tidak
kurang begitu juga kepada mitra yang lainnya.
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5. Sifat modal
Sebagian  besar ahli  hukum Islam
berpendapat bahwa modal diinvestasikan oleh setiap
mitra harus dalam bentuk modal liquid.
4. Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/X1/2008 Tentang

Musyarakah Mutanagisah

Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008, dalam

fatwa ini yang dimaksud dengan :

a. Musyarakah Mutanagisah adalah musyarakah atau
syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal
salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;

b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad
syirkah (musyarakah).

c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam
kekayaan musyarakah yang bersifat musya“. Musya*
adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan
musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak
dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Hukum Musyarakah Mutanagisah adalah boleh.
Ketentuan akad Musyarakah Mutanagisah adalah
sebagai berikut*’:

49 Ahmad AzharBasyir, Asas-AsasHukumMuamalat (HukumPerdata
Islam), Yogyakarta: Ul Press, EdisiRevisi, 2000, h. 99-100
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c)
3)

4)

5)
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Akad Musyarakah Mutanagisah terdiri dari akad
musyarakah atau syirkah dan bai* (jual-beli).
Dalam Musyarakah Mutanagisah berlaku hukum
sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN
No0.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan
kewajiban, di antaranya:

Memberikan modal dan kerja berdasarkan
kesepakatan pada saat akad.

Memperoleh keuntungan berdasarkan nishah
yang disepakati pada saat akad.

Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
Dalam akad Musyarakah Mutanagisah ,pihak
pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual
seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak
kedua (syarik) wajib membelinya.

Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka (3)
dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh
hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya
(nasabah)
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5. Landasan Hukum
a. Al-Quran
1) QS. Al-Maidahayat 1
L ) o8 Aaga o0 il a iy i 3l 15505 ol 420
b g 0 82404 gl il a8 i 180
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
agad-agad itu. Dihalalkan bagimu binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. ”.
2) QS. Al-Bagarah 280
a3 1 il 5% 8 paa ) B5BB 50 5 IS )
Artinya:
“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia
berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika

kamu mengetahui.”
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b. Hadis tNabi:

a)

b)

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,
Rasulullah SAW berkata:

“Allah  SWT. Berfirman:” Aku adalah pihak
ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama
salah satu pihak tidak menghianati pihak yang
lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku
keluar dari mereka. “(HR. Abu Daud, yang
disahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).
Hadist Nabi Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram.”

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang
dilakukan oleh masyarakat pada saat itu
sebagaimana disebutkan oleh Al- Sarakhsiy

dalam Al- Mabsuth, juz 11, halaman 151

Cc. Ijma’

Musyarakah  dibolehkan  atas  Ulama

sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah

dalam Al- Mughni, juz V, halaman 3 dan Al-Susiy
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dalam SyarhFath Al- Qadir, juz VI, halaman 153
(buku terakhir hal 181)>°
6. Bentuk-Bentuk Musyarakah
1. Musyarakah Tetap

Bentuk akad musyarakah yang paling
sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah
dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing
mitra tetap selama periode kontrak.

2. Musyarakah menurun

Bentuk akad lain  yang  merupakan
pengembangan dari musyarakah adalah musyarakah
menurun. Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra
untuk kepemilikan bersama suatu asset dalam bentuk
properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Bagian
aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian
dibagi kedalam beberapa unit dan disepakati bahwa
pihak kedua, sebagai klien akan membeli aset pihak
pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan
meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua
unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset

sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang

50 Ahmad AzharBasyir, Asas-AsasHukumMuamalat (HukumPerdata
Islam), Yogyakarta: Ul Press, EdisiRevisi, 2000, h. 99-100
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dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi
kepemilikan asset masing-masing pihak saat itu.

3. Musyarakah Mutanaghisah

Salah satu  bentuk musyarakah yang
berkembang belakangan ini adalah musyarakah
mutanaghisah, yaitu suatu penyertaan modal secara
terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain
untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia
modern biasa disebut modal ventura, tanpa unsur-
unsur yang dilarang dalam Syariah. Seperti riba,
maysir dang harar>

7. Mekanisme Akad Musyarakah

a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai
mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dan
aatau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha
tertentu.

b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan
Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam
pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan
wewenang Yyang disepakati seperti melakukan
review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha
yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti

pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2006),h.60
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Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana
dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah
sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar
kesepakatan para pihak.

Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan
dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam
bentuk piutang atau tagihan.

Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah
diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan
secara jelas jumlahnya.

Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah
diberikan dalam bentuk barang, maka barang
tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net
realizable value) dan dinyatakan secara jelas
jumlahnya.

. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad
Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian
hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara Bank dan nasabah.

Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad
Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara
angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode
Pembiayaan, sesuai dengan jangka  waktu

Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah.
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j.  Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil
usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang
dapat dipertanggungjawabkan dan Bank dan
nasabah menanggung kerugian secara proporsional
menurut porsi modal masing-masing.>

C. Pembiayaan KPR Syariah
1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah
dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank
berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana,
bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan
pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat
kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima
pembiayaan  berkewajiban  untuk  mengembalikan
pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka
waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan®:.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun
1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

°2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuanga Syariah....h. 78-79
>% |smail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Kencana, 2011),h. 105
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tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam
arti sempit, pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,
seperti bank syariah kepada nasabah®*

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan
bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan
bagi kesejahteraan Staksholders-nya.Oleh karena itu
tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas,
realitas dan dapat diketahui oleh semua orang terlibat
dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan
penuh kesadaran.

Tujuan utama suatu utama pembiayaan antara lain :

a. Menarik keuntungan bagi para milik usaha (lembaga
keuangan) dan memperoleh penghasilan atas dana
yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.

b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,

baik investasi maupun modal kerja untuk kerja.

> Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah
(Implementasi Teori danPraktek), (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 305
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c. Sebagai pemilik dana mengharapkan dana yang
diinvestasikan memperoleh bagi hasil.

d. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat
terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara,
maka dari itu akan memperoleh pajak (berupa pajak
penghasilan atau keunungan yang diperoleh dan juga
perusahaan-perusahaan).

Di sisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah adalah meningkatkan kesempatankerja dan
kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai
islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati
oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yag bergerak di
bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk
menunjang kesempatan kerja dan menunjang
produksi dan ditribusi barang-barang dan jasa-jas
dalam rangka memenuhi kebutuhan®®.

3. Pengertian KPR Syariah

Salah satu produk pembiayaan yang telah

dikembangkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan

rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah KPR

Syariah. KPR Syariah yaitu adalah Pembiayaan

kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan rumah.

Dimana pembayarannya secara angsuran, dengan jumlah

> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 196.
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angsuran yang telah ditetapkan dumuka dan diabayar
setiap bulan.Harga jualnya biasanya sudah ditambah
dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank
Syariah dan pembeli.Harga jual rumah ditetapkan diawal
ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan
jual beli rumah dengan angsuran tetap hingga jatuh
tempo pembiayaan®®.

KPR merupakan salah satu produk pembiayaan
kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank untuk
pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada
masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka
pemilik rumah yang dibeli dari pengembang (developer).
KPR dalam akadnya menggunakan akad murabahah bil
wakallah (jual beli yang diwakilkan) atau akad
musyaragah muttanagisah (kerjasama sewa). Namun
sebagian Bank juga memakai akad ljarah muntahiya Bit
Tamlik. Pengertian lain mengenai KPR Syariah adalah
pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah
secara kredit.

KPR syariah memiliki berbagai kelebihan
dibanding dengan KPR konvensional.Sistem yang

digunakan oleh Syariah Islam jauh lebih unggul dan lebih

*® Yossy Fitrah Amalia. “Analisis Sistem Penerapan Profit Selling
Pada Akad Murabahah dan Musyaragah Mutanagisah Dalam Menyalurkan
Kredit Pemilikan Runah (KPR) Bank Bri Syariah Cabang Malang”. Malang:
Sarjana Fakultas Ekonomi, 2017



60

aman, bebas riba serta tidak ada pihak yang
dirugikan.Perbedaan pokok antara KPR konvensional
dengan syariah terletak pada akadnya. Pada bank
konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku
bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif,sedangkan

KPR Syariah biasa dilakukan dengan beberapa pilihan

pada akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah.



BAB 111
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga
perbankan syariah.Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021
pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini
merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang
perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank
Syariah Indonesia.”’

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK
dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021
perihal pemberiah izin penggabungan PT Bank Syariah
mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT BRIsyariah
Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin
usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai
bank hasil penggabungan.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah
Indonesia terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbhk
25%. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk sebesar
17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4%.

5 https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah Indonesia, pada hari
Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Pukul 21:45 WIB
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2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia
1) Visi
Menjadikan Salah satu dari sepuluh Bank Syariah
terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global
dalam waktu lima tahun kedepan.
2) Misi
1. Mewujudkan nilai tambah bagi investor
2. Menyediakan solusi keuangan syariah yang amanah
dan modern
Memberikan kontribusi positif
Memberikan pertumbuhan nilai positif
Menyediakan produk dan layanan
Meningkatkan produk dan layanan

Mengutamakan penghimpunan dana murah

© N o g &~ w

Mengembangkan talenta dan wahana berkarya untuk

berprestasi sebagai perwujudan ibadah



3. Struktur Organisasi

Pimpinan cabang
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BRANCH
ADMINISTRASI
MIKCRO MARKETING FINANCING MANAGER
MARKETING MANAGER SUPPORT OPRASIONAL
MANAGER MANAGER
ACCOUNT ACCOUNT -AREA -
OFFICER OFFICER SUPPORT COSTUME
MIKRO -LEGAL OFFICER R SERVICE
ADMINISTRASI -TELLER
ON FINANCING BACK
OFFICE

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC
Bengkulu S. Parman 2
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Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank
Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama adalah sebagai
berikut :

1. Pimpinan Cabang (PINCA)

Adapun tugasnya vyaitu mengarahkan dan
mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor
Cabang (KC), serta memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk
memastikan kesesuain pelaksanaan dengan rencana kerja
anggaran yang telah ditetapkan.

2. Branch Operasional Supervisor (BOS)

Branch Operasional Supervisor (BOS) berjumlah
satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau
otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang
diberikan dan prosedur yang berlaku di Bank Syariah
Indonesia serta mengatur jalannya prosedur operasional.
Adapun bagian-bagian yang dinaungi oleh BOS antara
lain :

1) Teller
Teler berjumlah satu orang yang bertugas untuk
melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung
jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang
prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan

serta aturan yang ditetapkan.



2)

3)

4)
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Customer Service (CS)

Customer Service berjumlah satu orang Yyang
bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuaan
buku tabungan serta memberikan informasi produk,
layanan dan membantu untuk menyelesaikan
keluahan permaslahan dari nasabah.

Office Boy (OB)

Office Boy berjumlah satu orang yang bertugas
menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan
karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain
ketika dibutuhkan.

Security

Security berjumlah satu orang yang bertugas
menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di
pintu utama dengan menyapa, membantu setiap
nasabah yang keluar masuk kantor, dan selalu siap

menghadapi situasi yang terjadi.

. Account Officer (AO)

Account Officer berjumlam empat orang yang

bertugas menyususn rencana dan melaksanakan kegiatan

pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan

yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya

agar target ekspansi tercapai.
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1) Account Office Mikro (AOM)
Account Office Mikro (AOM) bertugas
melakukan pemasaran terhadap produk mikro baik itu
mikro 25, 75, maupun 200 Ib.
4. Unit Head (UH)
Unit Head (UH) berjumlah dua orang yaitu Unit
Head Panorama dan Unit Head Pagar Dewa. UH bertugas
merencanakan konsep untuk melampaui target yang
ditetapkan, melakukan fungsi  supervisi terhadap
pencapaian dan kinerja Account Office Mikro (AOM),
melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari,
dan sebagainya. Unit Head (UH) membawahi beberapa
Account Office Mikro (AOM).



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Informan
1. Profil Informan

Informan pada penelitian ini adalah beberapa
marketing yang menguasai tentang akad Murabahah bil
Wakalah dan akad Musyarakah Mutanagisah di BSI
Syariah KC. Bengkulu S Parman 2 dan 2 nasabah yang
menggunakan akad Murabahah bil Wakalah dan
Musyarakah Mutanagisah. Informan yang diperoleh
berjumlah 7 orang dengan 5 orang laki-laki dan 2 orang
perempuan. Dimana wawancara dilakukan melalui
pendekatan dan perkenalan terlebih dahulu, setelah
melalui perkenalan barulah kemudian diminta waktunya
untuk dilakukannya wawancara. Berikut profil informan

yang diwawancarai.
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Tabel 4.1
Data Karyawan Dan Nasabah Yang Terpilih Sebagai
Informan
No Nama Jabatan Alamat
1. | Muhammad ConsumerBusiness | Suka Rami
Habibi Staff
2. | Een Tantri Consumer Pagar Dewa
Yuswanti Business Staff
3. | Ahmad Syahri Consumer Betungan
Business Staff
4. | Muhammad Mikro Staff Selebar
Ramadhan
5. | Bayu Dhika Consumer Sawah Lebar
Pujakesuma Business Staff
6. | Feby Maya Sari | Nasabah Bumi Ayu
7. | Muhammad Ari | Nasabah Desa Talang
Septanto Pauh

Sumber: Data Primer, Tahun 2021

Data diatas diperoleh dari beberapa karyawan

yang menguasai tentang akad Murabahah bil Wakalah

dan juga akad Musyarakah Mutanagisah.

Peneliti

jugamenambah informan dengan dua nasabah BSI Syariah

KC. Bengkulu S. Parman 2 yang menggunakan kedua

akad tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data

primer dan memperkuat hasil dari pembahasan yang akan

sangat berguna untuk penelitian ini.
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Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan,
diperoleh beberapa informasi tentang beberapakesamaan,
perbedaan hingga beberapa kelebihan dan kekurangan
yang dimiliki oleh kedua akad tersebut dari sudut pandang
pihak Bank dan juga dari sudut pandang nasabah. Peneliti
juga memperoleh informasi Mengenai jumlah perkiraan
penggunaan kedua akad. Pada pembiayaan KPR ini
penggunaan dari akad Murabahah bil Wakalah lebih
banyak digunakan dari pada akad Musyarakah
Mutanagisah pada tahun 2020 terakhir.

B. Hasil Penelitian

1. Penggunaan Akad Murabahah Bil WakalahPada
Pembiayaan KPR di BSI Syariah KC. Bengkulu S.

Parman 2
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam
menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank
berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana,
bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan
pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat
kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima
pembiayaan  berkewajiban  untuk  mengembalikan
pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka

waktu yang telah diperjanjikan dalam beberapa akad
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dalam pembiayaan. Akad yang digunakan dalam
pembiayaan KPR BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2
salah  satunya adalah akad Murabahah  bil
Wakalah.Pengertian dan Mekanisme Pembiayaan KPR
Pada Akad Murabahah bil Wakalah

Peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad
Habibi sebagai Consumer BusinessStaff di Bank Syariah
KC. Bengkulu S Parman 2 Bengkulu pada tanggal 28 Juli
2021. la menjelaskan bahwa® :

“ Akad pada pembiayaan KPR pada saat
sebelum adanya akad Murabahah bil Wakalah
yaitu dengan menggunakan akad Murabahah tanpa
menggunakan bil Wakalah dibelakangnya. Akad
Murabahah ini sendiri penerapannya yaitu ketika
seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan
rumah, pihak bank bersamaan dengan nasabah
mencari dan mensurvei rumah dengan spesifikasi
yang diinginkan oleh nasabah. Seiring berjalannya
waktu, akad Murabahah ditambah dengan bil
Wakalah dibelakangnya dengan tujuan untuk
mempermudah nasabah serta pihak bank untuk
melakukan pencarian rumah yang diinginkan
nasabah tanpa harus didampingi oleh pihak bank.
Sedangkan Akad Musyarakah  mutanagisah
menurutnya yaitu akad kerjasama diantara dua
orang atau lebih yang pada akhirnya kepemilikan
akan dimiliki oleh nasabah.

Diperjelas oleh Een Tantri Yuswanti sebagai

Consumer Business Staff Mekanisme Akad Murabahah

> Wawancara Kepada Muhammad Habibi Sebagai Consumer
Business StaffBank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu, tanggal 28 Juli 2021
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bil Wakalah yang diwawancarai pada tanggal 28 Juli 2021
, la menjelaskan bahwa>®:

“Penggunaan akad Murabahah bil Wakalah
dalam pembiayaan KPR sama seperti pembiayaan
Murabahah pada umumnya, yang membedakan
hanya pada penunjukan nasabah menjadi wakil
untuk membeli rumah dengan meng atas namakan
Bank dengan perjanjian antara nasabah dan pihak
Bank. Sistem mekanismenya: Pertama, nasabah
dan pihak Bank akan membicarakan mengenai
pembiayaan, pembiayaan KPR dapat
menggunakan akad apa saja serta apa saja
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak
nasabah. Kedua, ketika nasabah telah memilih
akad Murabahah bil Wakalah, serta pihak Bank
menyetujuinya.Lalu, pihak Bank membeli rumah
yang telah dipilih oleh nasabah dengan spesifikasi
tempat, harga, model, ukuran yang mereka
inginkan kepada Developer.Kemudian, pihak
Developer menyerahkan rumah yang sudah dibeli
oleh pihak Bank dan rumah sudah beralih
kepemilikan menjadi pihak Bank.Tahap terakhir,
pihak Bank menjual kembali rumah kepada
nasabah dan harga jualnya vyaitu harga beli
ditambah dengan margin keuntungan sesuai
dengan kesepakatan bersama.”

Kemudian mbak Een juga menjelaskan tentang

contoh penerapan sistem mekanisme dalam penggunaan
akad Murabahah bil Wakalah yaitu:

“Mekanismenya dapat dicontohkan pada
seorang nasabah yang ingin membeli rumah
kepada penjual tetapi nasabah tidak memiliki

* Wawancara Kepada Een Tantri Yuswanti Sebagai Consumer
Business StaffBank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu, tanggal 28 Juli 2021
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cukup modal. Lalu, nasabah  melakukan
pembiayaan ke pihak Bank BRI Syariah untuk
melakukan pembiayaan, jika rumah tersebut
berharga 200 juta.Maka calon nasabah harus
memberi DP kepada penjual sebesar minimal 20%
atau sekitar 40 juta ataupun lebih.Jadi pembiayaan
pada Bank itu sekitar 80% atau sekitar 190
juta.Disini 190 juta yang diajukan oleh nasabah
belum tentu diterima langsung oleh pihak Bank.
Akan ada peninjauan agunan oleh tim apprisal atau
AO silang dengan melihat lokasi objek, luas tanah
bangunan dll. Jika penilaian AO diharga 200 juta
makapihak Bank hanya membiayai sekitar 70-80
% saja dari penilaian agunan hak milik rumah oleh
nasabah.”

1. Pengajuan persyaratan pembiayaan KPR Pada Akad

Murabahah bil Wakalah

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara
kepada Bayu Dhika Pujakesuma sebagai Consumer
Bussiness Staff tetang prosedur pengajuan persyaratan
pembiayaan KPR pada akad Murabahah bil Wakalah
pada tanggal 29 Juli 2021%;

“Tidak ada perbedaan dalam ketentuan
ataupun  prosedur  pengajuan  persyaratan
pembiayaan KPR pada kedua akad tersebut.
Pertama, calon nasabah diharuskan untuk mengisi
formulir permohonan pembiayaan dan
melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu
pihak bank akan menandainya sebagai dokumen
masuk berkas atau dokumen yang telah masuk
akan diproses oleh pihak bank, setelah itu pihak
bank akan melakukan survei lapangan dan melihat

® Wawancara Kepada Bayu Dhika Sebagai Consumer Business
StaffBank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu, tanggal 29 Juli 2021
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agunan serta melakukan wawancara untuk
menggali informasi. Kemudian akan dianalisisi
apakah calon nasabah layak untuk diberikan
pembiayaan atau tidak. Dalam tahap ini pihak
Bank akan mempertimbangkan kemampuan
nasabah dalam melakukan cicilan serta berbagai
tingkat resiko yang akan ditimbulkan. Lalu hasil
analisis akan disampaikan. Jika pembiayaan
disetujui, maka akan diterbitkan SP3 (Surat
Persetujuan Pemberian Pembiayaan). Apabila
pengajuan pembiayaan belum disetujui, maka akan
diterbitkan surat penundaan pembiayaan. Setelah
disetujui maka akan dilakukan proses akad dengan
disaksikan pihak Bank dan Notaris. Setelah selesali
akad barulah  dapat dilakukan  realisasi
pembiayaan.”

Kemudian disambung oleh Ahmad Syabhri

sebagai Consumer Bussiness Staff, la menjelaskan
bahwa®:

“Untuk persyaratan, pada pembiayaan KPR
menggunakan akad Murabahah bil Wakalah dan
akad Musyarakah Mutanagisah tidak adanya
perbedaan didalam pengajuan untuk melakukan
pembiayaan. Persyaratannya yaitu: KTP pemohon,
KTP pasangan (bila telah menikah), Kartu
Keluarga, Surat nikah (bila sudah menikah),
NPWP pribadi,SPT PPH 21 dan surat pernyataan
penghasilan, Surat keterangan pekerjaan/ SK
pengangkatan/ SK terakhir, Surat keterangan
penghasilan,/ Slip gaji min 1 Bulan, Copy rekening
payroll calon nasabah min 1 bulan (bila
pembayaran melalui transfer Bank), Surat
pemesanan rumah (SPR), Surat pernyataan

®'\Wawancara KepadaAhmad Syahri Sebagai Consumer Business
StaffBank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu, tanggal 29 Juli 2021
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nasabah dan yang terakhir adalah Surat keterangan
belum memiliki rumah.”
Dari penjelasan Bayu Dhika Pujakesuma dan

Ahmad Syahri, untuk prosedur pengajuan persyaratan
pembiayaan KPR pada kedua akad tersebut tidak
adanya perbedaan.Prosedur pengajuan persyaratan
dapat dipakai untuk kedua akad tersebut.
2. Cara Menentukan Margin

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai
Muhammad Ramadhan mengenai cara untuk
menentukan  margin/  keuntungan pada akad
Murabahah bil Wakalah pada tanggal 29 Juli, la
menjelaskan bahwa®%:

“Cara untuk menetukan margin/ keuntungan
pada akad Murabahah bil Wakalah dan
Musyarakah Mutanagisah jelas berbeda. Pada
pembiayaan KPR dengan menggunakan akad
Murabahah bil Wakalah, cara menetukan margin/
keuntungannya sama seperti akad Murabahah
tanpa wakalah yaitu ketika awal akad antara
nasabah dan pihak Bank akan membicarakan
persentase keuntungan yang terbuka mengenai
berapa persentase keuntungan yang akan
didapatkan oleh pihak Bank tergantung jumlah
pembiayaan yang dilakukan dan kesepakatan
antara nasabah dan pihak Bank. Untuk jangka
waktu 180 Bulan / 15 tahun itu perkiraan margin
sekitar 550/600 ribu pada perkiraan angsuran 1
juta rupiah dan terdapat potongan margin pada
awal tahun pertama. Jadi, margin akan berkurang

®2 Wawancara KepadaMuhammad Ramadhan Sebagai Mikro

StaffBank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu, tanggal 29 Juli 2021
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pada awal tahun pertama pada pembiayaan dan
akan kembali pada tahun berikutnya.”
3. Pembayaran Angsuran

Peneliti  kemudian menanyakan tentang
pembayaran angsuran pada pembiayaan KPR
menggunakan akad Murabahah bil Wakalah, dan
dijelaskan oleh bang Bayu dhika Pujakesuma sebagai
Consumer Business Staff pada tanggal 30 Juli, la
menjelaskan bahwa:

“Pembayaran angsuran pada Murabahah bil
Wakalah itu angsurannya lebih menjamin karena
tidak ada evaluasi pricing, jadi angsurannya tetap
(flat).Ketika terjadi fluktuasi harga pasaran rumah,
maka pihak Bank tidak bisa menaikan angsuran
nasabah karena harga jual angsuran ke nasabah
sudah tetap (fixed) dan tidak bisa untuk diubah.
Serta dalam proses pelunasan lebih murah karna
mendapatkan potongan margin. Cara pembayaran
angsuran pada pembiayaan KPR pada akad
Murabahah bil Wakalah maupun Musyarakah
Mutanagisah dalam sistem pembayaran angsuran
dalam sistem pembayaran angsuran tidak ada
bedanya. Serta terdapat banyak cara bisa langsung
di transfer ke rekening milik pihak Bank,
penagihan ataupun pada sistem pembayaran yang
terbaru yaitu dengan system payroll (gaji ada pada
pihak Bank) dengan sistem pembayaran yang akan
otomatis langsung dipotong oleh pihak Bank.”

Dari penjelasan diatas, dalam pembayaran

angsuran antara akad Murabahah bil Wakalah
Singkatnya, pada angsuran Murabahah bil Wakalah

itu angsurannya akan tetap serta dalam proses
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pelunasan akan lebih murah karna mendapatkan
potongan margin dan tidak terdapat perbedaan
didalam cara pembayaran angsuran pada pembiayaan
KPR pada akad Murabahah bil Wakalah maupun
Musyarakah Mutanagisah. Dalam sistem pembayaran
angsuran terdapat banyak cara bisa langsung di
transfer ke rekening milik pihak Bank, penagihan
ataupun pada sistem pembayaran yang terbaru yaitu
dengan system payroll (gaji ada pada pihak Bank)
dengan sistem pembayaran yang akan otomatis
langsung dipotong oleh pihak Bank.
Konsekuensi Hukum Pada Nasabah Murabahah bil
Wakalah Yang Mengalami Wanprestasi

Peneliti mewawancarai Een Tantri
Yuswantipada tanggal 30 Juli 2021 di BSI , la
menjelaskan bahwa:

“Apabila nasabah telah melakukan kelalaian
pembayaran angsuran bulanan kepada pihak Bank,
maka akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai
berikut: biasanya yang pertama yang dilakukan
oleh pihak Bank adalah ,memberi teguran kepada
nasabah, lalu pihak Bank akan melakukan
penagihan apabila nasabah tidak merespon,
ataupun tidak ada tanggapan selama satu minggu,
maka pihak Bank akan mengeluarkan SP (surat
panggilan) 1. Ketika dari SP 1-14 hari nasabah
juga tidak menanggapi surat panggilan, maka
pihak bank akan mengeluarkan SP 2. Apabila dari
SP 2 sampai dengan 30 hari tidak juga ada respon
ataupun tanggapan dari pihak nasabah, pihak Bank
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dengan terpaksa mengirimkan surat panggilan
ketiga. Jika tidak ada pergerakan ataupun iktikad
baik dari pihak nasabah, maka pihak bank akan
mendatangi rumah nasabah dan memberi surat
pemberitahuan bahwa rumahnya akan dipasang
plan. Disana pihak Bank akan melihat lagi reaksi
dari nasabah apakah masih ada keinginan untuk
melakukan pembayaran angsuran atau tidak. Jika
masih maka pembiayaan dan proses pembayaran
akan dilanjutkan jika tidak maka rumahnya akan
didaftarkan lelang pada pihak Bank.”

2. Penggunaan Akad Musyarakah MutanagisahPada

Pembiayaan KPR di BSI Syariah KC. Bengkulu S.
Parman 2

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah
dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank
berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana,
bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan
pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat
kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima
pembiayaan  berkewajiban  untuk  mengembalikan
pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka
waktu yang telah diperjanjikan dalam beberapa akad
dalam pembiayaan. Akad yang digunakan dalam
pembiayaan KPR BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

salah satunya adalah akad Musyarakah Mutanagisah.
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1. Pengertian dan Mekanisme Pembiayaan KPR Pada
Akad Musyarakah Mutanagisah.
Peneliti melakukan wawancara dengan
Muhammad Habibi sebagai Consumer Business Staff
di Bank Syariah KC. S Parman 2 Bengkulu. la
menjelaskan bahwa :

“Musyarakah mutanaqisah adalah akad
kerjasama dengan berakhirnya kepemilikan aset
secara bertahap kepada salah satu pihak.
DisiniSistemnya dapat dicontohkan pada seorang
nasabah yang ingin membeli rumah kepada pihak
bank tetapi nasabah tidak memiliki cukup
modal.Pada akad ini yang dilihat adalah dari segi
porsi modal, keuntungan serta bagi hasil sesuai
dengan porsi modal yang dikeluarkan.”

Diperjelas oleh Een Tantri Yuswanti sebagai

Consumer Business  Staff Mekanisme Akad
Musyarakah Mutanagisah. yang diwawancarai pada
tanggal 30 Juli 2021, la menjelaskan bahwa:

“Mekanisme  Musyarakah ~ Mutanagisah
sama seperti mekanisme dengan akad Musyarakah
biasanya. Yang membedakan hanya pada
kepemilikan yang akan menjadi milik seutuhnya
oleh nasabah dengan secara bertahap. Urutan
dalam mekanisme penggunaan akad Musyarakah
Mutanagisah yang pertama adalah nasabah akan
mencari rumah yang mereka inginkan. Kemudian,
nasabah datang ke pihak Bank untuk mengajukan
pembiayaan KPR. Ketika pengajuan telah diterima
oleh pihak Bank, maka pihak Bank dan nasabah
sepakat dengan akad Musyarakah Mutanagisah,
dan kedua belah pihak akan saling memberikan
porsi dana untuk melakukan pembelian rumah.
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Lalu, Bank dan nasabah akan membeli rumah yang
diinginkan nasabah dengan didampingi oleh pihak
notaris. Ketika rumah sudah dibeli, maka pada
setiap bulan nasabah akan secara bertahap
mengangsur ( mencicil) porsi kepemilikan Bank
sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat
dan nasabah juga membayar sewa rumah setiap
bulannya atas porsi kepemilikan sesuai dengan
kesepakatan antar kedua belah pihak.”

Kemudian mba een juga menjelaskan tentang

contoh  penerapan sistem mekanisme dalam
penggunaan akad Musyarakah Mutanagisah yaitu:

“Dapat dicontohkan dari pihak Bank
mengeluarkan modal 80% dan nasabah 20% maka
pembiayaan sesuai dengan porsi modal yang telah
dikeluarkan. Plafond pada Musyarakah
Mutanagisah pun sama seperti akad Murabahah
bil Wakalah yaitu 70-80% dari penilaian agunan
hak milik rumah. Berbeda dengan akad
murabahah, pada akad musyarakah mutanagisah
kepemilikan masih menjadi hak milik bersama.
Nasabah akan memiliki rumah secara bertahap
apabila membayar porsi modal yang telah
dikeluarkan oleh bank. Yang pada akhirnya rumah
tersebut akan menjadi kepemilikan seutuhnya oleh
nasabah.”

2. Pengajuan Persyaratan pembiayaan KPR Pada Akad

Musyarakah Mutanagisah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara
kepada Bayu Dhika sebagai Consumer Bussiness Staff
tetang prosedur pengajuan persyaratan pembiayaan
KPR pada akad Musyarakah Mutanagisahpada 02
Agustus 2021:
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“Tidak ada perbedaan dalam mekanisme
ataupun  prosedur  pengajuan  persyaratan
pembiayaan KPR pada kedua akad tersebut.
Pertama, calon nasabah diharuskan untuk mengisi
formulir permohonan pembiayaan dan
melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu
pihak bank akan menandainya sebagai dokumen
masuk berkas atau dokumen yang telah masuk
akan diproses oleh pihak bank, setelah itu pihak
bank akan melakukan survei lapangan dan melihat
agunan serta melakukan wawancara untuk
menggali informasi. Kemudian pihak Bank akan
melakukan pengecekan apakah calon nasabah
layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
Dalam tahap ini  pihak Bank akan
mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam
melakukan cicilan serta berbagai tingkat resiko
yang akan ditimbulkan. Lalu hasil analisis akan
disampaikan. Jika pembiayaan disetujui, maka
akan diterbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian
Pembiayaan). Apabila pengajuan pembiayaan
belum disetujui, maka akan diterbitkan surat
penundaan pembiayaan. Setelah disetujui maka
akan dilakukan proses akad dengan disaksikan
pihak Bank dan Notaris. Setelah selesai akad
barulah dapat dilakukan realisasi pembiayaan.”

Kemudian  disambung oleh  Muhammad

Ramadhan sebagai Mikro Staff pada tanggal 02
Agustus 2021. la menjelaskan bahwa®®:

“Untuk persyaratan, pada pembiayaan KPR
menggunakan akad Murabahah bil Wakalah dan
akad Musyarakah Mutanagisah tidak adanya
perbedaan didalam pengajuan untuk melakukan
pembiayaan. Persyaratannya yaitu: KTP pemohon,

®Wawancara Kepada Muhammad Ramdhan Sebagai Mikro StaffBank
Syariah KC. Bengkulu S Parman 2, tanggal 30 Juli 2021
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KTP pasangan (bila telah menikah), Kartu
Keluarga, Surat nikah (bila sudah menikah),
NPWP pribadi,SPT PPH 21 dan surat pernyataan
penghasilan, Surat keterangan pekerjaan/ SK
pengangkatan/ SK terakhir, Surat keterangan
penghasilan,/ Slip gaji min 1 Bulan, Copy rekening
payroll calon nasabah min 1 bulan (bila
pembayaran melalui transfer Bank), Surat
pemesanan rumah (SPR), Surat pernyataan
nasabah dan yang terakhir adalah Surat keterangan
belum memiliki rumah.”
3. Cara Menentukan Margin

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai
mengenai cara untuk menentukan margin/ keuntungan
pada akad Musyarakah Mutanagisah kepada Ahmad
Syahri pada tanggal 03 Agustus 2021, la menjelaskan
bahwa:

“Cara untuk menetukan margin/ keuntungan
pada akad Musyarakah Mutanagisah dan akad
Murabahah bil Wakalah jelas berbeda.Pada
pembiayaan KPR dengan menggunakan akad
Musyarakah Mutanagisah, Pembagian hasilnya
yaitu terdapat pada sewa, karena sewa
merupakan keuntungan bank. Cara pembagian
hasilnya  vyaitu menggunakan presentase
kepemilikan awal, dan presentase kepemilikan
selalu berubah ketika nasabah membayar angsuran
sampai presentase kepemilikan nasabah hingga
mencapai 100%.”

Dari penjelasan Ahmad Syahri, Cara untuk

menetukan margin/ keuntungan pada akad
Musyarakah Mutanagisah singkatnya adalah

Pembagian hasilnya yaitu terdapat pada sewa,
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karena sewa merupakan keuntungan pada Bank
dan cara dalam pembagian hasilnya yaitu
menggunakan presentase kepemilikan awal, dan
presentase kepemilikan selalu berubah ketika
nasabah membayar angsuran sampai presentase
kepemilikan nasabah hingga mencapai 100%.
4. Pembayaran Angsuran
Peneliti  kemudian menanyakan tentang
pembayaran angsuran pada pembiayaan KPR
menggunakan akad Musyarakah Mutanagisah, dan
dijelaskan oleh Bayu dhika Pujakesuma sebagai
Consumer Business Staff , pada tanggal 03 Agustus
2021, la menjelaskan bahwa:

“Untuk pembayaran angsuran pada akad
Musyarakah Mutanagisah, Angsuran sewa pada
akad Musyarakah Mutanagisah ini untuk 2 tahun
pertama itu pembayaran angsuran tetap flat (fixed),
tetapi akan pihak Bank lihat lagi setiap 2 tahun
setelah melakukan awal pembiayaan, dan bisa saja
mengalami perubahan jumlah angsuran karena
fluktuasi harga pasaran rumah. Cara pembayaran
angsuran pada pembiayaan KPR pada akad
Murabahah bil Wakalahmaupun Musyarakah
Mutanagisah dalam sistem pembayaran angsuran
tidak ada bedanya. Serta dalam sistem pembayaran
angsuran terdapat banyak cara bisa langsung di
transfer ke rekening milik pihak Bank, penagihan
ataupun pada sistem pembayaran yang terbaru
yaitu dengan system payroll (gaji ada pada pihak
Bank) dengan sistem pembayaran yang akan
otomatis langsung dipotong oleh pihak Bank.”
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Dari penjelasan diatas, pembayaran angsuran
akad Musyarakah Mutanagisah Singkatnya, pada
angsuran dalam sistem pembayaran Angsuran sewa
pada akad Musyarakah Mutanagisah ini untuk 2 tahun
pertama itu pembayaran angsuran tetap flat (fixed),
tetapi akan pihak Bank lihat lagi setiap 2 tahun
setelah melakukan awal pembiayaan, dan bisa saja
mengalami  perubahan jumlah angsuran karena
fluktuasi harga pasaran rumah. Pembiayaan angsuran
pada akad ini terdapat banyak cara yaitu bisa langsung
di transfer ke rekening milik pihak Bank, penagihan
ataupun pada sistem pembayaran yang terbaru yaitu
dengan system payroll (gaji ada pada pihak Bank)
dengan sistem pembayaran yang akan otomatis
langsung dipotong oleh pihak Bank.”

Konsekuensi Hukum Pada Nasabah Musyarakah
Mutanagisah Yang Mengalami Wanprestasi

Peneliti mewawancarai Muhammad Habibi
pada tanggal 03 Agustus 2021 di BSI , la
menjelaskan bahwa:

“Pada Musyarakah Mutanagisah untuk
masalah wanprestasi ini pada pihak Bank tidak
akan mungkin melakukan kelalaian, Jadi sudah
sangat jelas jika terjadi wanprestasi itu pasti
disebabkan oleh nasabah. Untuk konsekuensinya,
antara Murabahah bil Wakalah dan Musyarakah
Mutanaqisah sama.”
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3. Perbandingan Akad Murabahah bil Wakalah dan
Musyarakah Mutanagisah pada Pembiayaan KPR di
Bank Syariah KC. S. Parman 2 Bengkulu

Perbandingan akad Murabahah bil Wakalah dan
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S Parman 2 dapat dilihat dari
persamaan dan perbedaan serta dapat juga dilihat dari
keunggulan dan kelemahan dari kedua akad tersebut. Dan
juga menjelaskan mengenai mengapa Murabahah bil
Wakalah lebih banyak digunakan dibandingkan akad
Musyarakah Mutanagisah

Dari hasil wawancara peneliti oleh beberapa
karyawan dan 2 nasabah BSI Syariah KC. Bengkulu S
Parman 2 dapat disimpulkan beberapa persamaan dan
perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari kedua

penggunaan akad untuk pembiayaan KPR sebagai berikut:



Tabel 4.2
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Persamaan Akad Murabahah bil Wakalah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

Persamaan Akad Murabahah bil Wakalah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

2

1. Pada persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan
pembiayaan KPR BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman

2. Cara pembayaran dalam angsuran

w

Pengalihan hak benda kepemilikan (Levering)

4. Konsekuensi

hukum bagi nasabah yang mengalami
kelalaian dalam melakukan pembayaran (Wanprestasi)

Tabel 4.3

Perbedaan Akad Murabahah bil Wakalah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

Aspek Perbandingan Murabahabh bil Musyarakah
Wakalah Mutanagisah
Mekanisme dalam Mekanisme dalam akad | Mekanisme
penggunaan kedua Murabahabh bil penggunaan
akad Wakalah yan pertama akad
adalah, nasabah dan Musyarakah

pihak Bank akan
membicarakan
mengenai pembiayaan.
Ketika nasabah telah
memilih akad
Murabahah bil
Wakalah, serta pihak
Bank menyetujuinya.
Lalu, pihak Bank
membeli rumah yang
telah dipilih oleh
nasabah dengan
spesifikasi tempat,

Mutanagisah
yang pertama
adalah
nasabah akan
mencari
rumah yang
mereka
inginkan.
Kemudian,
nasabah
datang
kepihak Bank
untuk
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harga, model, ukuran
yang mereka inginkan
kepada Developer.
Kemudian, pihak
Developer
menyerahkan rumah
yang sudah dibeli oleh
pihak Bank dan rumah
sudah beralih
kepemilikan menjadi
pihak Bank.Tahap
terakhir, pihak Bank
menjual kembali rumah
kepada nasabah dan
harga jualnya yaitu
harga beli ditambah
dengan margin
keuntungan sesuai
dengan kesepakatan
bersama.

mengajukan
pembiayaan
KPR. Ketika
pengajuan
telah diterima
oleh pihak
Bank, maka
pihak Bank
dan nasabah
sepakat
dengan akad
Musyarakah
Mutanagisah,
dan kedua
belah pihak
akan saling
memberikan
porsi dana
untuk
melakukan
pembelian
rumah. Lalu,
Bank dan
nasabah akan
membeli
rumah yang
diinginkan
nasabah
dengan
didampingi
oleh pihak
notaris.
Ketika rumah
sudah dibeli,
maka pada
setiap bulan
nasabah akan
secara
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bertahap
mengangsur
(mencicil)
porsi
kepemilikan
Bank sesuai
dengan
kesepakatan
yang telah
mereka buat
dan nasabah
juga
membayar
sewa rumah
setiap
bulannya atas
porsi

kepemilikan
sesuai dengan
kesepakatan
antar kedua
belah pihak.
Cara menentukan pada pembiayaan KPR | PadaMusyara
margin dengan menggunakan kahMutanagqi
akad Murabahah bil sah,
Wakalah,cara pembagian
menetukan margin/ hasilnya yaitu
keuntungannya yaitu terdapat pada

pada awal akad antara
nasabah dan pihak
Bank akan
membicarakan
persentase keuntungan
yang terbuka mengenai
berapa persentase
keuntungan yang akan
didapatkan oleh pihak
Bank tergantung jumlah

sewa, karena
sewa
merupakan
keuntungan
bank. Cara
pembagian
hasilnyayaitu
menggunaka
n presentase
kepemilik
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pembiayaan yang
dilakukan dan
kesepakatan antara
nasabah dan pihak
Bank.

dana awal,
dan
presentase
kepemilikan
selalu
berubah
ketika
nasabah
membayaran
angsuran
sampai
presentase
kepemilikan
nasabah
hingga
mencapai
100%.

Hubungan Bank dan
nasabah

Penjual dan Pembeli

Kemitraan
(kepemilikan
bersama atas
rumah)

Nilai rumah

Harga beli ditambah
Margin

Sesuai
dengan harga
pada saat
awal
pembelian

Angsuran

Angsuran tetap (Flat)
dan ada potongan pada
margin pada saat awal
tahun pembiayaan
kemudian untuk tahun
selanjutnya angsuran
kembali seperti semula

Angsuran
berubah-ubah
dan tidak
menentu
(Fleksibel)
untuk setiap
dua tahun
sekali.
Karena akan
dilihat harga
sewa rumah
setiap dua
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tahun sekali.
Pelunasan lebih awal | Sisa angsuran dari Sisa angsuran
harga beli ditambah dari porsi
margin pihak Bank
yang belum
diangsur dan
sewa dibulan
pelunasan
saja
Resiko kerugian Besar Kecil
Tabel 4.4

Kelebihan Akad Murabahah bil Wakalah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

Murabahah bil Wakalah

Musyarakah Mutanagisah

Dapat digunakan untuk
pembiayaan renovasi

Dapat digunakan untuk lima dari
6 jenis pembiayaan KPR. Antara
lain: jual beli rumah baru, jual beli
rumah bekas, take over, take over
+ top up serta refinance

Angsuran pada akad ini
terdapat potongan margin
pada saat awal tahun
pertama pembiayaan

Bagi sebagian nasabah angsuran
yang fleksibel ~menguntungkan
karna pada saat terjadi kenaikan
harga sewa, maka pihak nasabah
juga akan mendapatkan bagi hasil
tambahan

Menurut  sebagian  dari
nasabah, akad ini mudah
dipahami dan terbilang

tidak ribet karena sudah
menjadi kebiasaan bagi
sebagian nasabah dengan
pembayaran yang tetap
(Flat) sehingga untuk
beberapa nasabah hal ini

Bagi nasabah yang ingin lebih
cepat dalam pelunasan, nasabah
hanya perlu membayar porsi Bank
yang belum diangsur dan sewa
dibulan pelunasan saja
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cukup sulit  dilakukan
karena sudah  menjadi
kebiasaan.

Penggunaan pada akad
Murabahah bil Wakalah
diperkirakan berjumlah
sekitar 800 Orang nasabah
pada tahun 2020 terakhir

Penggunaan pada akad
Musyarakah Mutanagisah diperki
rakan berjumlah sekita 300 orang
nasabah pada tahun 2020 terakhir

Angsuran yang tetap (Flat)
sehingga bagi sebagian
nasabah tidak perlu untuk
memikirkan kenaikan
harga pasaran

Pembiayaan = Murabahah
bil Wakalah dapat
meningkatkan keuntungan
pertahun dengan
lebih besar bagi pihak Ban
k dan mendapatkan
keuntungan dari penjualan
suatu barang

Tabel 4.5
Kekurangan Akad Murabahah bil Wakalah dan Akad
Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR BSI
Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

Murabahah bil Wakalah

Musyarakah Mutanagisah

Hanya dapat digunakan untuk | Dikhawatirkan terjadi

tiga jenis dari enam jenis

pelimpahan atas beban pada

pembiayaan KPR. Antara lain: | biaya transaksi, pembayaran

Jual beli rumah baru, jual beli

rumah bekas dan renovasi

pajak serta biaya
pemeliharaan dan biaya-biaya
lain yang mungkin dapat
menjadi beban atas aset
tersebut.

Bagi nasabah, jika mereka
ingin melunasi lebih

Bagi nasabah, cicilan atas
beban angsuran di tahun-
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cepat,maka pihak nasabah tetap
harus membayar keuntungan
bank sesuai dengan
kesepakatan

tahun pertama akan terasa
memberatkan dan menjadi
ringan ditahun-tahun
berikutnya. Karena porsi
kepemilikan nasabah
bertambah disebabkan
angsuran secara bertahap.

Bagi nasabah secara sistematis,
total angsuan akan lebih besar
jika dibandingkan dengan akad
Musyarakah Mutanagisah

Bagi bank dapat mengurangi
pendapatan Bank atas margin
sewa dari waktu ke waktu
akibat pembelian porsi oleh
nasabah

Dari kelebihan dan kekurangan pada table diatas,
dapat dilihat bahwa akad Murabahah bil Wakalahlebih
unggul dan lebih cocok digunakan dalam pembiayaan
KPR BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2. Hal

tersebut juga dapat dilihat dari beberapa wawancara pada

kelima Consumer Business Staff dan jumlah perkiraan

nasabahnya selama tahun 2020 terakhir jumlah nasabah

pembiayaan KPR BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2

dengan akad Murabahah bil Wakalah dengan perkiraan

hampir 800 orang sedangkan pada akad Musyarakah

Mutanagisah itu berkisar 300 orang.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dalam penelitian ini, peneliti
menyimpulkan mengenai Analisis perbandingan pembiayaan

KPR Menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah dengan

akad Musyarakah Mutanagisah pada BSI Syariah KC.

Bengkulu S. Parman 2, yaitu sebagai berikut :

1. Pada pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah
bil Wakalah, penggunaan dari akad ini dapat dilihat dari
beberapa aspek yaitu dari segi persyaratan dan ketentuan
dalam pengajuan pembiayaan, cara untuk menentukan
margin, pembayaran angsuran, serta konsekuensi hukum
bagi nasabah yang melakukan kelalaian (Wanprestasi).

2. Dalam pembiayaan KPR  Menggunakan  Akad
Musyarakah Mutanagisah  pun dalam penggunaanya
dapat kita lihat dari beberapa aspek antara lain dari segi
persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan,
cara untuk menentukan margin, pembayaran angsuran,
serta konsekuensi hukum bagi nasabah yang melakukan
kelalaian (Wanprestasi).

3. Sedangkan untuk perbandingan diantara kedua akad ini
Kita dapat melihatnya dari persamaan dan perbedaan dan

juga dari beberapa kelebihan maupun kekurangannya.
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Persamaan dalam kedua akad ini terletak pada persyaratan
dan ketentuan pengajuan dalam pembiayaan KPR, cara
untuk melakukan pembayaran, pengalihan hak tanda
kepemilikan (Levering) serta konsekuensi hukum bagi
nasabah yang melakukan kelalaian (Wanprestasi).
Sedangkan perbedaan kedua akad ini terletak pada
mekanisme antara kedua akad, cara dalam menentukan

margin, serta pembayaran angsuran setiap bulan nya.
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B. Saran

1. Kepada pihak lembaga PT BSI Syariah KC. Bengkulu S.
Parman 2 penelitian ini mempunyai implikasi terhadap PT
BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2 yang menunjukan
bahwa dalam pembiayaan KPR menggunakan kedua akad
ini juga berpengaruh besar terhadap profitabilitas Bank.
peneliti juga berharap pihak Bank melakukan sosialisasi
kembali tentang pembiayaan KPR menggunakan akad
Musyarakah Mutanagisah. Serta pada penggunaan akad
Murabahah bil Wakalah pihak Bank diharapkan untuk
meminta bukti berupa kwitansi atau bukti yang lainnya
agar terhindar dari kecurangan ataupun penyalahgunaan
dari pihak nasabah.

2. Untuk pihak akademis dapat memberikan kontribusi dan
penerapan tentang penggunaan akad Murabahah bil
Wakalah, Musyarakah mutanagisah maupun akad-akad
yang telah melakukan pembaharuan dalam
perkembangannya.

3. Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti
bukan hanya dari kedua akad itu saja dan dapat
menambah akad lain seperti akad ljarah Muntahiya Bit
Tamlik (IMBT) ataupun akad yang lainnya.

4. Untuk nasabah harus lebih ditingkatkan lagi kesadaran

dan kemampuan dalam melakukan kewajibannya



DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Eva Rosyida, 2012. “Analisa Perbandingan
Pembiayaan Hunian Syariah dengan Akad Murabahah
Dan Akad Musyarakah”, Surabaya: Universitas Negeri
Surabaya.

Amalia, Fitrah Yossy, 2017. “Analisis Sistem Penerapan Profit
Selling Pada Akad Murabahah dan Musyaragah
Mutanagisah Dalam Menyalurkan Kredit Pemilikan
Runah (KPR) Bank Bri Syariah Cabang Malang”.
Malang: Sarjana Fakultas Ekonomi.

Anang Firmansyah dan Andrianto , 2019. Manajemen Bank
Syariah (Implementasi Teori danPraktek), Jakarta: Qiara
Media.

Antonio, Syafi’l Muhammad, 2001.Bank Syariah Dari Teori ke
Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya, 2006.Akad dan Produk Bank Syariah.Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada.

Basyir, Azhar Ahmad, 2000. Asas-AsasHukumMuamalat
(HukumPerdata Islam), Yogyakarta: UIl  Press,
EdisiRevisi.

Cahyo Andi, 2018. Determinan makro ekonomi, risiko likuiditas
dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan bank

umum syariah di Indonesia periode 2007 —



2017.Jakarta:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Daud, M Rulfah , A. Y. 2019. Analisis Akad Pembiayaan
Murabahah Perumahan (KPR) Pada Pt. Bank BRI Syariah
KC Banda Aceh. JIMEKA.

Dipetik November Jumat 2020, dariwww.brisyariah.co.id

Dwitama  lkhsan,2008.  “Penerapan  Akad  Musyarakah
Mutanagishah Pada KPR Muamalat IB Kongsi Bank

Muamalat”.Bandung: Sarjana Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.

Ismail, 2011. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.

Jamani, Hidayatullah. “Implementasi Konversi Akad Murabahah
Kepada Akad Musyarakah Mutanagishah Pada
Pembiayaan KPR dibank Muamalat Cabang Banda
Aceh”. Aceh: Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum.

Karim, 2004.Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, Jakarta :
PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir, Manajemen Perbankan, 2000. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Khoeriyah, Al Erin.2020. “ Implementasi Akad Murabahah Bil
Wakalah Pada Pembiayaan KPR Brisyariah IB ( Study
kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton”).
Lampung: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Liana Lena, 2010.“Implementasi Akad Murabahah Dalam

Produk Pembiayaan KPR Di Bri Syariah Dan Bni Syariah


http://www.brisyariah.co.id/

Cabang Banjarmasin”. Banjarmasin: skripsi sarjana
Akuntansi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2, 2008.
“tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Rahmawati. 2018. Implication of Musyarakah Mutanagisah
Contract of Syariah Banking. Tasharruf: Journal.

Rukajat, Ajat, 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Sitorus, Ruslaini, 2019. “Penerapan Akad Musyaragah
Mutanagisah pada KPR Bank Bri Syariah Cabang
Medan”. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam.

Sugiyono, 2009.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung:
Alfabeta.

Soemitra Andri, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan
Syariah,Jakarta: Kencana.

UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wawancara bersama Ahmad Syahri sebagai Consumer Business
Staff di BSI Syariah KC. S. Parman 2

Wawancara bersama Bayu Dhika Pujakesuma sebagai Consumer
Business Staff di BSI Syariah KC. S. Parman 2

Wawancara bersama Een Tantri Yuswanti sebagai Consumer
Business Staff di BSI Syariah KC. S. Parman 2

Wawancara bersama Muhammad Habibi sebagai Consumer
Business Staff di BSI Syariah KC. S. Parman 2



Wawancara bersama Muhammad Ramadhan sebagai Mikro Staff
di BSI Syariah KC. S. Parman 2

Yayat Rahman. H, A. A. (2018). Analisis Perbandingan Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagishah Pada
Pembiayaan KPR di Perbankan Syariah

Yenti Afrida, 2016.”Analisis Pembiayaan Murabahah Di
Perbankan Syariah,” Padang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Islam.

Zakiyah, Nurlaeli ,2016. “Analisis Akad Murabahah dan
Musyaragah Muttanagisah Pada Pembiayaan
Muammalat KPR Ib”.Semarang: Sarjana Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam.

Zulfiyandi, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam
Perbankan Syariah, Jawa Tengah: CV. Pena Persada



A1LC>Sa—-—xL<z



Lampiran 1

ACC Judul




‘ )as,quuiﬁkdlﬂwm“"g"




Lampiran 2

Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal




Lampiran 3

Catatan Perbaikan Seminar Proposal




Lampiran 4

Halaman Pengesahan Proposal




Lampiran 5

Surat Penunjukan




Lampiran 6

Pengesahan Pembimbing Untuk 1zin Penelitian




Lampiran 7

Permohonan lzin Penelitian




Lampiran 8

Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 9.{' /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam JAIN
Bengkulu Nomor : 1054/In. 1 1/F. IV/PP.00.9/07/2021 tanggal 14 Juli
2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama 1 AYU HANIFAH ROSYADA
NIM : 1711140003
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Perbankan Syariah / FEBI
Judul Penelitian :  Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR
Menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah dengan
Akad Musyarakah Mutanagisah
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2
Waktu Penelitian : 15 Juli s.d 14 Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Bengkulu
Dengan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan
Ketentuan penelitian yang dimaksud.

2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol
Kesehatan Penanganan Covid-19.

3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mengindahkan adat istiadat setempat.

4. Apabda masa berlaku Rekomendaax Penelitian ini sudah berakhir,

1 pelal 1 belum selesai maka yang bersangkutan harus
menga_yuknn surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.

5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan
dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak
mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di  : Bengkulu
Pada tanggal : 14 Juli 2021

a.n, WALIKOTA BENGKULU
.quatuan Bangsa Dan Politik

Penata Tk I
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan
didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 9

Pedoman Wawancara










Lampiran 10

Surat Keterangan Selesai Penelitian

\g L
BS BANK SYARIAH
INDONESIA
N Bengkulu, 26 Agustus 2021
‘omor : Kepada Yth.
FOs13A-02 ) o028
Lampitan | jembar IAIN BENGKULU
Perihal 1K Telah \ kan Peneliti Bengkul
Assal ‘alaikum Waroh llahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita

semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat izin dari IAIN Bengkulu No.
1054/In.11/F.1V/PP.00.9/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021 mengenai lzin Penelitian dengan
Jjudul Analisis Perbandi Pembiay KPR M kan Akad N bil Wakalah
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Gambar 1
Wawancara Peneliti Bersama Muhammad Habibi didepan
Bank BSI Syariah KC. Bengkulu S. Parman 2
(Consumer Business Staff)
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Gambar 2
Wawancara Peneliti Bersama Een Tantri Yuswanti

(Consumer Business Staff)




Gambar 3
Wawancara Peneliti Bersama Bayu Dhika Pujakesuma

(Consumer Business Staff)

Wawancara Peneliti Bersama Ahmad Syahri

(Consumer Business Staff)




Gambar 5
Wawancara Peneliti Bersama Muhammad Ramadhan
(Mikro Staff)

Gambar 6
Wawancara Peneliti Bersama Muhammad Ari Septanto
(Nasabah)




Gambar 7
Wawancara Peneliti Bersama Feby Mayasari (Nasabah)
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